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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :  03/G/2008 /PTUN.Smg.

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Semarang   yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  dalam t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  

te lah  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t ,  dalam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

SRI  PADNANINGSIH,  S.Pd;  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  anggota  DPRD Kabupaten  Rembang,  

alamat  d i  Dukuh Trembes  RT.  07 Desa Trembes  

Kecamatan  Gunem,  Kabupaten  Rembang,  yang  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  29  

Januar i  2008  member ikan  kuasa  dan  memi l i h  

domis i l i  kuasa  hukumnya  yang  bernama  KRT.  

USTADI  PRADOTONAGORO  Kewarganegaraaan  

Indones ia ,  peker j aan  swasta /Ke tua  LBH.  

Gambir  Saketh i ,  a lamat  Dukuh  Pelokk ra j an  

RT.  11/  RW.  04  Desa  Bener  Kecamatan  

Ngrampal  Kabupaten  

Sragen; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yang  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  PENGGUGAT;- - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKewar ganegar aan ?????.

M e l  a w a n ;

1.  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN 

REMBANG;- - - - - - - - - - - - - -

Berkedudukan  di  Ja lan  Pemuda 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  d ihad i r i  send i r i  

o leh : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Nama :  Drs .  Ismai l  

Husnan ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Jabatan :  Ketua  KPU Kab.  

Rembang; - - - - - - - -

    Alamat :  J l .  Pemuda 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - -

     Kewarganegaraan :  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Nama :  Sumira t  Cahya 

Widodo; - - - - - - - - - - - - -

     Jabatan :  Anggota  KPU Kab.  

Rembang ; - - - - - - -

      Alamat :  J l .  Pemuda 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Kewarganegaraan :  

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  se lan ju t n ya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT 

I  ; - - - - - - - - - - - - -

2.  BUPATI  

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REMBANG:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berkedudukan  di  Ja lan  Diponegoro  No.  90  

Rembang; - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor  :  800/0668 /2008  tangga l  3 

Maret  2008  member ikan  Kuasa  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

.

Nama : H.  AGUS  SALIM,  

S.H; - - - - - - - - - - - - - - - -
NIP : 010244456; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Kepala  Bagian  Hukum 

Setda  Kab.  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
Alamat : J l .  Diponegoro  No.  90 

Rembang; - - - - - -
Kewarganegar

aan

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2

.

Nama : PEDIAS  YUDITH  PRIBOWO, 

S.H; - - - -

NIP : 500101426; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Kepala  Sub  Bag.  Bantuan  

Hukum  dan  HAM  pada 

Bagian  Hukum Setda  Kab.  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - -

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idJ abat an ???????

Alamat : J l .  Diponegoro  No.  90 

Rembang; - - - - - -
Kewarganegar

aan

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3

.

Nama : DIDIK  PRABOWO, 

S.H; - - - - - - - - - - - - - -
NIP : 500128548; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  pada  Bagian  Hukum 

Setda .  Kab.  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -
Alamat : J l .  Diponegoro  No.  90 

Rembang; - -
Kewarganegar

aan

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT I I ; - - - - - - -
3.  GUBERNUR  JAWA 

TENGAH ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Berkedudukan  di  ja l an  Pahlawan  No.  9 

Semarang; - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor  180/03139  tangga l  13  Maret  

2008 kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

.

Nama : PRIJO ANGGORO BR,MPA.

Jabatan : Kepala  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al amat  ?????

Prov ins i  Jawa Tengah; - -
Alamat  : J l .  Pahlawan  No.  9 

semarang . - - -
Kewarganegara

an

Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
2

.

Nama : SJAFI ’ I ,  

S.H; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
Jabatan : Kepala  Bagian  Bantuan  

Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manus ia  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  

Prov ins i  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - -
Alamat  : J l .  Pahlawan  No.  9 

Semarang. - - -
Kewarganegara

an

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
3

.

Nama : IBNU  PAMUNGKAS, 

S.H; - - - - - - - - -
Jabatan : Kepala  Sub  Bagian  

Bantuan  dan  Per l i ndungan  

Hukum dan  HAM pada  Bi ro  

Hukum Sekre ta r i a t  daerah  

Prov ins i  Jawa Tengah; - - -
Alamat  : J l .  Pahlawan  No.  9 

Semarang. - - -
Kewarganegara

an

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
4

.

Nama : PANDJI  

KARTIKO,S.H; - - - - - - - - - - - -

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala  Sub  Bagian  

Sengketa  Hukum dan  HAM 

pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  

Prov ins i  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - -
Kewarganegara

an

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
5

.

Nama : SRI  NINGSIH,  

S.H; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  pada  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i a t  Daerah  

Prov ins i  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
Alamat : J l .  Pahlawan  No.  9 

Semarang. - - -
Kewarganegara

an

: Indones ia ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
6

.

Nama : DHANI  ARDIYANTO, 

S.H; - - - - - - - -
Jabatan : Sta f  pada  pada  Bi ro  

Hukum Sekre ta r i a t  Daerah  

Prov ins i  Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
Alamat  : J l .  Pahlawan  No.  9 

Semarang. - - -
Kewarganegara

an

: Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03/ Pen. K / 2008/ PTUN. Smg???.

Untuk   se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT I I I ; - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Semarang  te r t angga l  21 Pebruar i  2008 Nomor  

:  03/Pen.K /2008 /PTUN.Smg.  ten tang  Penunjukan  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

te r t angga l              22 Pebruar i  2008   Nomor  :  03 /  

Pen.HKM /  2008/  PTUN.Smg.  ten tang  Har i  Pemer iksaan  

Pers iapan  pada  har i  Kamis ,  tangga l  28  Pebruar i  

2008; - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

te r t angga l  6 Maret  2008   Nomor  :  03  /  Pen.HKM /  2008/  

PTUN.Smg.  ten tang  Har i  Sidang  Perkaranya  ya i t u  pada  

har i  Kamis ,  tangga l   13  Maret  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara ,  memer iksa  sura t  – 

sura t  bukt i  ser ta  mendengar  kete rangan  Saks i  kedua  

belah  pihak  yang  berperka ra ; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG    DUDUK 

7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  bahwa ??????PERKARANYA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan  sura t  gugatannya  

pada  tangga l  30  Januar i  2008  yang  te l ah  dida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  pada  

tangga l  30 Januar i  2008 d i  bawah reg i s t e r  perkara  Nomor  

:  03  /  G/2008/  PTUN.Smg  dan  te lah  dipe rba i k i  pada  

tangga l  6  Maret  2008  te l ah  menggugat  Tergugat  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  gugatan  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  : - -

1. Bahwa  Penggugat  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Jawa  Tengah  No:  171/42 /2004  tangga l  1 

Agustus  2004  diangka t  sebaga i  anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  dar i  Fraks i  Par ta i  

Golkar ; - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  se lama  Penggugat  menjad i  anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang te l ah  melaksanakan  tugas  dengan  

penuh  rasa  tanggung  

jawab; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  se lama  melaksanakan  tugas  sebaga i  anggota  

DPRD Kabupaten  Rembang  t i dak  pernah  mendapatkan  

teguran  dar i  Badan  Kehormatan  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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9.  bahwa  ????. .

4. Bahwa  Penggugat  t i dak  pernah  merasa  mengajukan  

permohonan  pengunduran  di r i  dar i  keanggotaan  DPRD 

Kabupaten  Rembang; - - - - - - - -

5. Bahwa  dengan  demik ian  Sura t  Tergugat  I ,  Nomor:  

056/BA/Th  2007  tangga l  29  Desember  2007  ten tang  

Penel i t i a n  dan  Pemer iksaan  Pemenuhan  Persyara tan  

Calon  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  Hasi l  Pemi l i han  Umum Tahun  2004  adalah  

t i dak  adi l  dan  mohon  dinya takan  bata l  dan  t i dak  

sah; - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  demik ian  pu la  Sura t  Tergugat  I I  Nomor:  

171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  per iha l  

Permohonan  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  

DPRD Penggant i  Antar  Waktu  Kabupaten  Rembang yang  

dike lua r kan  Tergugat  I I  (  Bupat i  Rembang)  ada lah  

t i dak  adi l  dan  mohon  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa beg i tu  pu la  Sura t  Nomor:  170/3 /2008  tangga l  

17  januar i  2008  ten tang  Peresmian  pemberhent i an  

dan  Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  

anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang yang  dike lua rkan  Tergguga t  I I I  (  Gubernur  

Jawa  Tengah  )  ada lah  t i dak  adi l  dan  mohon 

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah; -

8. Bahwa oleh  karenanya  sura t  para  Tergugat  (  Pos i ta  

9
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gugatan  angka  5,  6 dan  angka  7 )  d inya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  maka patu t l ah  Penggugat  mendapatkan  

Rehabi l i t a s i  nama  baiknya  dengan  ja l an  

mengembal i kan  Penggugat  da lam keadaan  semula  ya i t u  

sebaga i  anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

9. Bahwa  ak iba t  perbuatan  para  Tergugat  dengan  

te rb i t n ya  sura t  para  Terguga t ,  Penggugat  se jak  

bulan  Pebruar i  2008  in i  t i dak  mendapat  uang  honor  

atau  gaj i  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

yang  set i ap  bulannya  Rp.  9.000 .000 , -   (  sembi l an  

ju t a  rup iah )  seh ingga  patu t l ah  Penggugat  mener ima  

gant i  rug i  sebesar  Rp.  207.000 .000 , -  (  dua  ra tus  

tu juh  ju ta    rup iah  )  secara  tuna i  dan  

seka l i gus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas  

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  di  Semarang  untuk  berkenan  segera  

memer iksa  perkara  in i  se lan ju t nya  member i kan  putusan  

sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya ; - - - - -
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5.  Mewaj i bkan ????

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t   Ber i t a  

Acara  No:  056/BA/Th  2007  tangga l  29  Desember  

2007  ten tang  Penel i t i a n  dan  Pemer iksaan  

Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  Anta r  

Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  Hasi l  

Pemi l i han  Umum Tahun  2004,  yang  d ike lua r kan  

Tergugat  

I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  I  untuk  mencabut  Sura t  

Ber i t a  Acara  NO:  056/BA/Th  2007  tangga l  29 

Desember  2007,  ten tang  Penel i t i a n  dan  

Pemer iksaan  Pemenuhan  Persyara tan  Calon  

Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  has i l  Pemi l i han  Umum  Tahun  

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Nomor:  

171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  ten tang  

per iha l  Permohonan  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  Antar  

Waktu  Kabupaten  Rembang  yang  dike lua rkan  

Tergugat  

I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5. Mewaj ibkan  Tergugat  I I  untuk  mencabut  Sura t  

NO: 171.2 /0024  tangga l  7 Januar i  2008 ten tang  

Per iha l  Permohonan  Pemberhent i an  dan 

Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  Antar  

Waktu  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sura t  NO:  

170/3 /2008  tangga l  17   Januar i  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  dan  Peresmian  

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang yang dike lua rkan  Tergugat  I I I ; - - - - -

7. Mewaj ibkan  Tergugat  I I I  untuk  mencabut  Sura t  

NO:  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan Peresmian  

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  

Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Menetapkan  mendudukan  kembal i  IBU  SRI  

PADNANINGSIH,S.Pd  sebaga i  anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  masa  bakt i  2004  – 

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -
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Menyat akan ????.

9. Menghukum para  Tergugat  untuk  membayar  gant i  

rug i  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  

207.000 .000 , -  (dua  ra tus  tu juh  ju ta  rup iah )  

tanggung  ren teng  para  Tergugat ,  secara  tuna i  

dan seka l i gus ; - - - - - - - - - - - - -

10. Menghukum para  Tergugat  untuk  membayar  semua 

biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

Tersebu t  Maje l i s   Hakim memandang per l u  memanggi l  p ihak  

ket i ga  bernama  Sr i  Rejek i ,  Bsc.  sebaga i  p ihak  yang  

di t u j u  oleh  obyek  sengketa  a  quo  sebaga i  pe jaba t  

penggant i  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  pangg i l an  dar i  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Semarang  te rsebu t ,  p ihak  ket i ga  dalam 

hal  in i  Sr i  Rejek i ,  Bsc  te l ah  menyatakan  secara  l i s an  

pada  pers idangan  tangga l  16  Apr i l  2008  bahwa  yang  

bersangku tan  menyerahkan  hak  pembelaan  di r i  sepenuhnya  

kepada  Para  Terguga t  dan  t i dak  masuk  sebaga i  in te r ven  

dalam perkara  in i ; - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  Tergugat  I  te lah  mengajukan  Jawaban te r t angga l  13  
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Maret  2008  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa Terguga t  I  menolak  se lu ruh  da l i l  Penggugat  

kecua l i  secara  eksp l i s i t  Tergugat  I  aku i  

kebenarannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Tentang  Eksepsi  Kompetensi  Absolut  PTUN 

Semarang. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam Pasa l  1 angka  6 Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986 Jo.  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004 Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  di ten tukan  bahwa  yang  

dimaksud  dengan  Tergugat  ada lah  Badan atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  

wewenang  yang  ada  padanya  atau  yang  di l impahkan  

kepadanya ,  yang  d iguga t  o leh  orang  atau  badan  hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam Pasa l  1 angka  2 Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

di t en tukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  ada lah  Badan  atau  Pejaba t  

yang  melaksanakan  urusan  pemer in tahan  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  urusan  pemer in tahan  
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t i ngkat  ?????
ada lah  keg ia tan  yang  bers i f a t  ekseku t i f  (Pen je l asan  

Pasa l  1 angka  1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  ada lah  semua pera tu ran  yang  bers i f a t  mengika t  

secara  umum yang  dike lua rkan  oleh  Badan  Perwak i l an  

Rakyat  bersama pemer in tah  ba ik  di  t i ngka t  Pusat  maupun 

di  t i ngka t  Daerah ,  ser ta  semua  keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara ,  ba ik  di  t i ngka t  Pusat  maupun 

di  t i ngka t  Daerah ,  yang  juga  bers i f a t  mengika t  secara  

umum  (Pen je l asan  Pasa l  1  angka  

2) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam  Pasa l  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  di ten tukan  

bahwa  t i dak  te rmasuk  dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  in i ,  

ya i t u : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  merupakan  perbua tan  

hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  

pengatu ran  yang  bers i f a t  

umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pemi l i han?. ????

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan ; - - -

4. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  

berdasarkan  keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum 

Pidana  dan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Acara  Pidana  

atau  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bers i f a t  

Hukum 

Pidana ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

5. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  atas  

dasar  has i l  pemer i ksaan  badan  perad i l an  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengenai  Tata  Usaha 

Tenta ra  Nasiona l  

Indones ia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Komisi  Pemil ihan  Umum baik  di  pusat  

maupun  di  daerah  mengenai  hasi l  pemil ihan  

umum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam Pasa l  1 angka  7 Undang- Undang Nomor  22  

Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

di t en tukan  bahwa  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  dan  
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Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten /Ko ta ,  se lan ju t nya  

disebu t  KPU Prov ins i  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  ada lah  

Penye lenggara  Pemi lu  di  Prov ins i  dan  

Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da lam Pasal  1  angka  5  Undang- Undang  Nomor  

22  Tahun  2007  di ten tukan  bahwa Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum ada lah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemi lu  untuk  

memi l i h  anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Daerah,  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah ,  

Pres iden  dan  Waki l  Pres iden ,  ser ta  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  secara  langsung  oleh  

rakya t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  da lam  proses  penggant i an  anta r  waktu  

anggota  DPRD Kabupaten  Rembang dar i  Par ta i  GOLKAR has i l  

Pemi lu  tahun  2004,  produk  t i ndakan  hukum  yang  

dike lua r kan  o leh  KPU Kabupaten  Rembang  ada lah  dalam 

bentuk  Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  Tentang  

Penel i t i a n  dan  Pemer iksaan  Pemenuhan  Persyara tan  Calon  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

Hasi l  Pemi lu  Tahun  2004  tangga l  29  Desember  

2007. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Semarang  (PTUN Semarang) ,  Nomor:  01/G/TUN.Smg.  
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Umum ( KPU)   ??????

f i nal ??????. ???. .

Perkara  anta ra  DR.  H.A  Asror i  Haz,  MBA.  (Penggugat )  

melawan  Ketua  KPU Kabupaten  Batang  (Terguga t )  yang  

dipu tuskan  dan  diucapkan  pada  har i  Senin  tangga l  19  

Januar i  2004 oleh  Kadar  Slamet ,  SH.  (Hak im  Tungga l  PTUN 

Semarang) ,  da lam  per t imbangan  hukumnya  berpendapat  

bahwa: - - - - - - - - - - - - -

”Oleh  karena  ruang  l ingkup  kewenangan Komisi  Pemil ihan  

Umum (KPU)  adalah  dib idang  kegia tan  pol i t i k ,  maka 

produk- produk  t indakan  hukum publ ik  yang  di lakukan  

oleh  Komisi  Pemil ihan  Umum (KPU)  j i ka  i tu  di tuangkan  

dalam  bentuk  penetapan  (Beshickk ing)  bukanlah  

penetapan  yang  dapat  digolongkan  sebagai  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  1 

but i r  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  karena  

mater inya  bukan  ber is i  t indakan  hukum Tata  Usaha 

Negara  melainkan  ber is i  t indakan- t indakan  hukum yang 

menyangkut  kegia tan /b idang  Pol i t i k  (Taakte l i ng ) .  

Sehingga  meskipun  bersi fa t  konkret ,  indiv idua l  dan 

f ina l ,  te tap  t idak  dapat  dia jukan  untuk  diu j i  

keabsahannya  oleh  Peradi l an  Tata  Usaha  Negara  karena  

di luar  l ingkup  t indakan  yang  bersi fa t  Pemerintahan  

(Verwezenl i j k i ng  van de taak) .” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  atas ,  

maka  dapat  d is impu lkan  bahwa  KPU Kabupaten  Rembang 

bukan  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  
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( 1)  Anggot a???. . ??

karena  ruang  l i ngkup  kewenangan  KPU Kabupaten  Rembang 

ada lah  dib i dang  po l i t i k  (Taak te l i n g )  dan  d i  lua r  

l i ngkup  t i ndakan  yang  bers i f a t  Pemer in tahan  

(Verwezen l i j k i n g  van  de  

taak ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Jawaban  Atas  Pokok 

Sengketa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa untuk  membantu  Maje l i s  Hakim dalam memahami  

mekanisme  atau  ta ta  cara  Penggant i an  Antar  Waktu  (PAW) 

Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  has i l  Pemi lu  Tahun  2004,  

ber i ku t  in i  Tergugat  I  sampaikan  beberapa  hal  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da lam Pasa l  94  Undang- Undang  Nomor  22 Tahun  

2003  Tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Daerah,  dan  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

di t en tukan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )   Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  berhen t i  anta r  waktu  

sebaga i  anggota  

karena : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. meningga l  
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dun ia ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. mengundurkan  di r i  sebaga i  anggota  

atas  permin taan  send i r i  secara  

te r t u l i s ;  

dan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . diusu l kan  oleh  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 )  Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  yang  dibe rhen t i k an  

anta r  waktu ,  

karena : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. t i dak  dapat  

melaksanakan  

tugas  secara  

berke lan ju t an  

atau  

berha langan  

te tap  sebaga i  

Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta

; - - - - -

b. t i dak  lag i  

memenuhi  
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syara t - syara t  

ca lon  Anggota  

DPRD 

Kabupaten /Ko ta  

sebaga imana  

dimaksud  dalam 

Undang- Undang 

ten tang  

Pemi l i han  

Umum;- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

c. dinya takan  

melanggar  

sumpah/ jan j i ,  

kode  et i k  DPRD 

Kabupaten /Ko ta

,  dan/a tau  

t i dak  

melaksanakan  

kewaj i ban  

sebaga i  

Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta
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; - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - -

d. melanggar  

la rangan  

rangkap  

jaba tan  

sebaga imana  

dia tu r  da lam 

keten tuan  

perundang-

undangan;  

dan; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

e. dinya takan  

bersa lah  

berdasarkan  

putusan  

pengad i l an  

yang  te l ah  

mempunyai  

kekuatan  hukum 

te tap  karena  

melanggar  
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Pi mpi nan ???. . ?? t i ndak  pidana  

dengan  ancaman 

pidana  

serendah-

rendahnya  l ima  

tahun  

pen ja ra ; - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(3 )  Pemberhent i an  Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  yang  

te lah  memenuhi  keten tuan  sebaga imana  dimaksud  pada  

ayat  (1 )  huru f   a,  b,  dan c ser ta  ayat  (2 )  huru f  d 

dan  e  langsung  d isampaikan  o leh  Pimpinan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  kepada  Gubernur  mela lu i  

Bupat i /Wa l i k o t a  untuk  

di resmikan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -  

(4 )   Pemberhent i an  Anggota  DPRD  Kabupaten /Ko ta  

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (2 )  huru f  a,  b,  dan  

c  sete lah  di l akukan  penye l i d i k an ,  ver i f i k a s i ,  dan  

pengambi l an  keputusan  oleh  badan  kehormatan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  atas  pengaduan  Pimpinan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ,  masyaraka t  dan/a tau  
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b.  Cal on ?. ?????

pemi l i h ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 )   Pengaduan  oleh  pemi l i h  dar i  daerah  pemi l i han  

Anggota  DPRD  Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  

disampaikan  mela lu i  DPRD Kabupaten /Ko ta  setempat  

untuk  d i t e ruskan  kepada  badan  kehormatan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

(6 )    Tata  cara  pengaduan,  pembelaan  dan  pengambi lan  

keputusan  oleh  badan  kehormatan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (4 )  

dan  (5 )  d ia tu r  da lam  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 

Kabupaten /Ko ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  Pasal  95  Undang- Undang  Nomor  22 

Tahun  2003  di ten tukan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  yang  berhent i  atau  

dibe rhen t i k an  anta r  waktu  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  94  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  d igan t i k an  

oleh  ca lon  penggant i  dengan keten tuan : - - - - - - - - - - -

a. calon  penggant i  

dar i  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  

yang  te rp i l i h  

24
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memenuhi  b i l angan  

pembagi  pemi l i han  

atau  mempero leh  

suara  leb ih  dar i  

setengah  bi l angan  

pembagi  pemi l i han  

ada lah  ca lon  yang  

mempero leh  suara  

te rbanyak  uru tan  

ber i ku tnya  dalam 

daf ta r  per ingka t  

pero lehan  suara  

pada  daerah  

pemi l i han  yang  

sama; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

b. ca lon  penggant i  

dar i  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  

yang  te rp i l i h  

se la i n  pada  huru f  

a  ada lah  ca lon  

yang  di te t apkan  

berdasarkan  nomor  
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uru t  ber i ku t nya  

dar i  daf ta r  ca lon  

di  daerah  

pemi l i han  yang  

sama; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

c . apab i l a  ca lon  

penggant i  

sebaga imana  

dimaksud  pada 

huru f  a  dan  b 

mengundurkan  di r i  

atau  meningga l  

dun ia ,  d ia jukan  

ca lon  penggant i  

pada  uru tan  

per ingka t  

pero lehan  suara  

atau  uru tan  

daf ta r  ca lon  

ber i ku tnya . - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - -

(2 )   Apabi l a   t i dak  ada  lag i  ca lon  dalam Daf ta r  Calon  

Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  pada  daerah  pemi l i han  

yang  sama,  pengurus  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  dapat  mengajukan  ca lon  baru  sebaga i  

penggant i  dengan  

keten tuan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. ca lon  

penggan

t i  

d iambi l  

dar i  

Daf ta r  

Calon  

Anggota  

DPRD 

Kabupat

en/Ko ta  

dar i  

daerah  

pemi l i h

an yang  

te rdeka

t  da lam 

Kecamat
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an yang  

bersang

kutan ; -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

b. ca lon  

penggan

t i  

sebaga i

mana 

dimaksu

d  pada 

huru f  a 

dike lua

rkan  

dar i  

Daf ta r  

Calon  

Anggota  

DPRD 

Kabupat

28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ????????.

en/Ko ta  

dar i  

daerah  

pemi l i h

annya. -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-  

(3 )   Apabi l a   t i dak   ada lag i  ca lon  da lam Daf ta r  Calon  

Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  dar i  daerah  pemi l i han  

di  Kabupaten /ko ta  yang  sama,  pengurus  par ta i  

po l i t i k  yang  bersangku tan  dapat  mengajukan  ca lon  

baru  yang  diambi l  dar i  Daf ta r  Calon  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  dar i  Kecamatan  yang  

te rdeka t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(4 )    Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  penggant i  anta r  

waktu  melan ju t kan  s isa  masa  jaba tan  anggota  yang  

digan t i k annya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  dalam  Pasal  96  Undang- Undang  Nomor  22 

Tahun  2003  di ten tukan  
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bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Pimpinan  DPRD Kabupaten /Ko ta  menyampaikan  kepada  

KPU  Kabupaten /Ko ta  nama  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  yang  dibe rhen t i k an  dan  nama ca lon  

penggant i  anta r  waktu  yang  diusu l kan  o leh  pengurus  

par ta i  pol i t i k  d i  Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan  

untuk  

dive r i f i k a s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

(2 )    Pimpinan  DPRD Kabupaten /Ko ta  menyampaikan  kepada  

Gubernur  mela lu i  Bupat i /Wa l i k o t a  untuk  meresmikan  

pemberhent i an  dan  pengangkatan  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  te rsebu t  sete lah  mener ima  

rekomendas i  KPU  Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  

(1 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(3 )   Peresmian  pemberhen t i an  dan  pengangkatan  

penggant i an  anta r  waktu  anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  di te t apkan  dengan  keputusan  

Gubernur  atas  nama 

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 )   Sebelum  memangku  jaba tannya ,  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta   sebaga imana   dimaksud  pada  ayat  
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penggant i  ?. . . . . . . . . . . . . . . .

(2 )  dan  ayat  (3 )  mengucapkan   sumpah/ jan j i  yang  

pengucapannya  d ipandu  oleh  Ketua /P imp inan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  la i nnya  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasa l  71  dan  Pasal  

72; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

(5 )   Penggant i an  Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  anta r  

waktu  t i dak  di l aksanakan  apab i l a  s isa  masa jaba tan  

anggota  yang  digan t i  kurang  dar i  empat  bu lan  dar i  

masa  jaba tan  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasal  

70. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  Pasa l  97  Undang- Undang  Nomor  22 

Tahun  2003  di ten tukan  bahwa  ta ta  cara  ver i f i k a s i  

te rhadap  persyara tan  ca lon  penggant i  anta r  waktu  

anggota  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i ,  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  di t e t apkan  oleh  

KPU.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  dimaksud  di te t apkan  oleh  KPU dalam 

Pasal  97  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ada lah  

Pera tu ran  KPU Nomor  01  Tahun  2005  Tentang  Tata  cara  

Ver i f i k a s i  Persyara tan  Calon  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa dalam Pasal  12 Undang- Undang Nomor  2 Tahun  

2008  Tentang  Par ta i  Pol i t i k  d i ten tukan  bahwa  Parta i  

Pol i t i k  berhak: - - - - - - - - - - - - - -

a. mempero leh  per lakuan  

yang  sama,  sedera ja t ,  

dan  adi l  dar i  

negara ; - - -

b. mengatur  dan  mengurus  

rumah  tangga  

organ isas i  secara  

mandi r i ; - - - - -

c. mempero leh  hak  c ip ta  

atas  nama,  lambang,  

dan  tanda  gambar  

Par ta i  Pol i t i k  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

d. i ku t  ser ta  da lam 

pemi l i han  umum untuk  

memi l i h  anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  

Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah,  
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g.  mengusul kan??????? Pres iden  dan  Waki l  

Pres iden ,  ser ta  

Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  

sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

e. membentuk  f raks i  d i  

t i ngka t  Maje l i s  

Permusyawara tan  

Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  

Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  

prov ins i ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten /Ko ta  

sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

f . mengajukan  ca lon  

untuk  mengis i  
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keanggotaan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  dan 

Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

g. mengusu lkan  

pergan t i an  anta rwak tu  

anggotanya  d i  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  dan 

Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

h. mengusu lkan  

pemberhent i an  

anggotanya  d i  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  dan 

Dewan  Perwak i l an  
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Rakyat  Daerah  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

i . mengusu lkan  pasangan  

ca lon  Pres iden  dan 

Waki l  Pres iden ,  ca lon  

Gubernur  dan  Waki l  

Gubernur ,  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i ,  ser ta  ca lon  

Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

j . membentuk  dan 

memi l i k i  organ isas i  

sayap  Par ta i  Pol i t i k ;  

dan; - - - - - - - - - - -
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k. mempero leh  bantuan  

keuangan  dar i  

Anggaran  Pendapatan  

dan  Belan ja  

Negara /Anggaran  

Pendapatan  dan 

Belan ja  Daerah  sesua i  

dengan  pera tu ran  

perundang-

undangan. - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa da lam Pasa l  16 Undang- Undang Nomor  2 Tahun  

2008  di ten tukan  

bahwa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )   Anggota  Par ta i  Pol i t i k  d iberhen t i k an  

keanggotaannya  dar i  Par ta i  Pol i t i k  

apab i l a : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. meningga l  

dun ia ; - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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Pol i t i k ????????

- - - - - - - - -

b. mengundurkan  

di r i  secara  

te r t u l i s ; - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c . menjad i  anggota  

Par ta i  Pol i t i k  

la i n ;  

atau ; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

d. melanggar  AD 

dan 

ART.- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(2 )    Tata  cara  pemberhent i an  keanggotaan  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ia tu r  

da lam Pera tu ran  Par ta i  Pol i t i k ; - - - - - - - - -

(3 )     Dalam  ha l  anggota  Par ta i  Pol i t i k  yang  

dibe rhen t i k an  ada lah  anggota  lembaga  perwak i l an  

rakya t ,  pemberhent i an  dar i  keanggotaan  Par ta i  
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cal on??????

Pol i t i k  d i i ku t i  dengan  pemberhent i an  dar i  

keanggotaan  di  lembaga  perwak i l an  rakya t  sesua i  

dengan pera tu ran  perundang- undangan. - -

Tentang  Tugas,  Wewenang dan  Kewaj iban  KPU Kabupaten  

Rembang dalam Proses  Penggant ian  Antar  Waktu  Anggota  

DPRD  Kabupaten  Rembang  Hasi l  Pemilu  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  melaksanakan  ver i f i k a s i  ya i t u  

menel i t i  dan  memer iksa  pemenuhan  syara t  ca lon  

penggant i  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang yang  berhen t i  

anta r  waktu ,  d iben tuk  ke lompok  ker j a  ver i f i k a s i  yang  

te rd i r i  dar i  KPU Kabupaten  Rembang,  Sekre ta r i a t  DPRD 

Kabupaten  Rembang  dan  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  

Rembang  dengan  Keputusan  Bupat i  Rembang  Nomor  

170/1060 /2007  Tentang  Pembentukan  dan  Penetapan  

Honorar i um  Kelompok  Ker ja  Ver i f i k a s i  Persyara tan  Calon  

Penggant i  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang Yang Berhen t i  

Antar  Waktu .  (Bukt i  T. I  -  

1) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPU Kabupaten  Rembang  te r ima  sura t  dar i  

Pimpinan  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor   170/669  Tangga l  

18  Desember  2008  Per iha l  Permin taan  Ver i f i k a s i  Calon  

Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang,  

atas  nama Sdr i .  Sr i  Redjek i ,  BSc  dar i  Par ta i  GOLKAR 

yang  di l amp i r i  sura t  DPD Par ta i  GOLKAR Kabupaten  
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Rembang Nomor  B.45/DPD.PG/XI I / 2007  tangga l  18 Desember  

2007  Per iha l  Pergant i an  Antar  Waktu  anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  atas  nama Sdr i .  Sr i  Padnan ings ih ,  

S.Pd  dar i  daerah  pemi l i han  Rembang 3 d igan t i k an  ca lon  

atas  nama Sdr i .  Sr i  Redjek i ,  BSc nomor  uru t  3  ( t i ga )  

dar i  daerah  pemi l i han  Rembang 1  daf ta r  ca lon  anggota  

DPRD Kabupaten  Rembang  has i l  Pemi lu  tahun  2004  yang  

dia jukan  oleh  DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang  .  

(Bukt i  T. I  -  2) ; - - -

Bahwa  KPU Kabupaten  Rembang  te r ima  sura t  dar i  

Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  GOLKAR Kabupaten  Rembang 

Nomor  B.50 /DPD.PG/XI I / 2007  tangga l  18  Desember  2007  

per i ha l  penge lua ran  Sr i  Redjek i ,  BSc dar i  daf ta r  ca lon  

anggota  DPRD Kabupaten  Rembang dar i  daerah  pemi l i han  

Rembang 1 untuk  di j ad i kan  sebaga i  ca lon  baru  penggant i  

anta r  waktu   anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  dar i  

Par ta i  GOLKAR atas  nama Sdr i .  Sr i  Padnan ings ih ,  S.Pd  

dar i  daerah  pemi l i han  Rembang  3.  (Bukt i  T.  I  -  

3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  dalam  melaksanakan  ver i f i k a s i  persyara tan  

ca lon  penggant i  anta r  waktu  anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang,  ke lompok  ker j a  (pok ja )  ver i f i k a s i  mengadakan  

rapa t - rapa t  sebaga imana  daf ta r  hadi r  yang  ada  d i  

sekre ta r i a t  KPU  Kabupaten  Rembang  ( Bukt i  T. I  -  
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sesuai ????????

4 ) ; - - - - - - - - - -

Bahwa  has i l  pene l i t i a n  dan  pemer iksaan  

persya ra tan  ca lon  Penggant i  Anta r  Waktu  (PAW) Anggota  

DPRD Kabupaten  Rembang  has i l  pemi lu  tahun  2004  oleh  

ke lompok  ker j a  (pok ja )  Ver i f i k a s i  d ibawa  ke  rapa t  

p leno  KPU Kabupaten  Rembang yang  te r t uang  dalam Ber i t a  

Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  Tentang  Penel i t i a n  dan  

Pemer iksaan  Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  Hasi l  

Pemi lu  Tahun  2004  tangga l  29 Desember  2007.  (Bukt i  T.  

I  -  

5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa KPU Kabupaten  Rembang te lah  mengi r im  sura t  

kepada  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Rembang  Nomor  

270/KPU/079  per iha l  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  dar i  Par ta i  GOLKAR Hasi l  Pemi lu  

Tahun  2004,  agar  dapat  d ip roses  leb ih  lan ju t  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  96 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  

22  Tahun  2003.  (Bukt i  T.  I  -  

6) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  dia tas ,  

t i ndakan  Tergugat  I  da lam  melaksanakan  ver i f i k a s i  

te rhadap  ke lengkapan  persyara tan  ca lon  penggant i  anta r  
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dal am Pasal  ?. . ????

waktu  sudah  sesua i  keten tuan  ten tang  ta ta  cara  

ver i f i k a s i  persyara tan  ca lon  Penggant i  Antar  Waktu  

(PAW)  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD Prov ins i  dan   DPRD 

Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Gugatan  Salah  Alamat  (Error  in  

Persona) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  proses  penggant i an  anta r  waktu  

anggota  DPRD Kabupaten  Rembang,  pihak  yang  berwenang  

dalam  mengusu lkan  penggant i an  anta r  waktu  anggotanya  

dan mengusu lkan  pemberhent i an  anggotanya  adalah  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  di ten tukan  oleh  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPU  Kabupaten  Rembang  hanya  berwenang  

memver i f i k a s i  pemenuhan  persyara tan  ca lon  penggant i  

Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  yang  berhen t i  anta r  

waktu ,  bukan  memver i f i k a s i  Anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  yang  berhen t i  atau  dibe rhen t i k an  anta r  

waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPU Kabupaten  Rembang  dengan  menggunakan  

Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  ten tang  

Penel i t i a n  dan Pemer iksaan  Pemenuhan Persyara tan  Calon  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

Hasi l  Pemi lu  Tahun  2004  tangga l  29  Desember  2007,  
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t i dak  merupakan  t i ndakan  hukum dan/a tau  Keputusan  yang  

berka i t an  langsung  atau  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  te rhadap  

Penggugat  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  3 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang 

Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Permohonan  Tergugat  

I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d i  

atas ,  Tergugat  I  mengajukan  permohonan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Gugatan  Penggugat ,  da lam  hal  in i  menggugat  

KPU Kabupaten  Rembang harus  dinya takan  sa lah  

alamat  atau  sa lah  sasaran ; - - - - - - - - - - -

2. Seharusnya  gugatan  Penggugat  dia l amatkan  

atau  d i t u j u kan  kepada  Pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  yang  mengusu lkan  penggant i an  anta r  

waktu  d i r i n ya  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  Hasi l  Pemi lu  Tahun  2004.  Dalam hal  

in i  gugatan  seharusnya  di t u j u kan  kepada  

Dewan  Pengurus  Daerah  Par ta i  GOLKAR 

Kabupaten  Rembang; - - - - - - -
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3.  Menghukum ??????. .
Demik ian  pen je l asan - pen je lasan ,  da l i l - da l i l  hukum 

dan dasar - dasar  hukum KPU Kabupaten  Rembang yang  dapat  

d isampaikan  kepada  Ketua  PTUN Semarang  dan  Maje l i s  

Hakim PTUN Semarang. - - - - - - - - - - - - - - - -

KPU Kabupaten  Rembang mohon dengan  hormat  kepada  

Ketua  PTUN Semarang  dan  Maje l i s  Hakim  PTUN Semarang  

yang  memer iksa  perkara  gugatan  te rhadap  KPU Kabupaten  

Rembang  berkenan  memutus  perkara  in i  dengan  

putusan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  se lu ruh  permohonan  KPU Kabupaten  

Rembang; - - - - - - -

2. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima /N .O  (N ie t  

ont  Vanke l i j k  

Verk laa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Penggugat   untuk  membayar  se lu ruh  

biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4. Apabi l a  Ketua  PTUN Semarang  dan  Maje l i s  

Hakim  PTUN Semarang  berpendapa t  la i n  mohon 

untuk  agar  dibe r i k an  putusan  yang  sead i l -
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adi l nya  (Ex  Aequo  et  

Bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  

p ihak  Kuasa  Terguga t  I I  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  

13  Maret  2008  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dal i l  Penggugat  te rhadap  Sura t  Tergugat  I I  aquo  

menyatakan  bata l  dan  t i dak  sah,  t i dak  memi l i k i  

landasan  hukum  yang  

kuat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  I I  se laku  Bupat i  d i  da lam atau  mengeluarkan  

a  quo  sudah  sesua i  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  (  wet te l i j k  reger i ng )  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  (a lgemene  beg inse len  

behor l i j k  van  

bestu r ) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sesua i  Pera tu ran  Perundang-

undangan  (Wet te l i j k  

rege l i ng ) ; - - - - - - - - - - -

Tindakan  Tergugat  I I  a quo merupakan  t i ndakan  yang  

di l andas i  hukum ( rech t s  hande l i ng  van  bestuur )  dan 

masih  da lam  l i ngkup  kewenangan  kekuasaan  

(bevoeghe id  competen t )  yang  d ipe r i n t ahkan  Undang-
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mener i ma????????.
Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ten tang  Susunan  dan  

Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD dan  DPRD.  Dimana  dalam 

Pasa l  96  Ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  

2003,  secara  lengkap  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

“P imp inan  DPRD Kabupaten /Ko ta  menyampaikan  kepada  

Gubernur  mela lu i  Bupat i /Wa l i k o t a  untuk  meresmikan  

pemberhent i an  dan  pengangkatan  Anggota  DPRD 

Kabupaten  /  Kota  te rsebu t  sete lah  mener ima  

rekomendas i  KPU  Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  

(1 ) ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

J ika  dice rmat i  f rase ”mela lu i ”  da lam rumusan  Pasa l  

92  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003.  

Nampak  je l as  kedudukan  Tergugat  I I  da lam 

“Pemberhen t i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRd 

Kabupaten /Ko ta ” ,  hanya  sebatas  menyampaiakan  Sura t  

dar i  p impinan  DPRD  Kabupaten /Ko ta  kepada  

Gubernur ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga  t i ndakan  hukum  ( rech t s  hende l i ng )  dar i  

Tergugat  I I  a  quo  dalam  bentuk  “su ra t ” .  Hal  in i  

membukt i kan  apa yang  sudah  dipe rbua t  o leh  Tergugat  

I I  (  overhe id  daad  )  betu l - betu l  melaksanakan  

45

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

per in t ah  Undang- Undang  atau  yang  disebu t  sebaga i  

wet t i ghe i d  dader   t i dak  diku rang i  maupun d i t ambah i  

atau  pernya taan  dar i  pe jaba t  (w i l s ve r k l a r i n g  

ambtsdrager )  anta ra  is i  dan  tu j uan  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

(  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun 

2003) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sesua i  Asas- asas  Umum 

Penye lenggaraan  

Pemer in tahan  Yang  Baik  

(a lgemene  beg inse len  

behoor l i j k  van  

bestuur ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c. Asas- asas  Umum 

Penye lenggaraan  

Pemer in tahan  yang  Baik  

(a lgemene  beg inse len  

behoor l i j k  van  bestuur ) .  

Sebaga imana  di j e l a s kan  

Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b 

UU  9/2004  jo  UU 

28/1999 ; - - - - - - -

Aas- asas  umum  penyelenggaraan  negara  

mel ipu t i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Adal ah ?. ?????

1. Asas  Kepast ian  

Hukum;- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Adalah  asas  da lam  negara  hukum  yang  

mengutamakan  landasan  pera tu ran  perundang-

undangan,  kepatu tan ,  dan  kead i l an  dalam  set i ap  

keb i j akan  Penye lenggara  Negara ; - - - - - - - - - - -

2. Asas  Tert ib  

Penyelenggaraan  

Negara; - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Adalah  asas  yang  menjad i  landasan  kete ra tu r an ,  

keseras ian ,  dan  kese imbangan  da lam pengenda l i an  

penye lenggaraan  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Asas 

kepent ingan  

Umum;- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -
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Adalah  asas  yang  mendahulukan  kese jah te raan  

umum dengan  cara  yang  asp i ra t i f ,  akomodat i f ,  

dan se lek t i f ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Asas 

Keterbukaan; - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Adalah  asas  yang  membuka  di r i  te rhadap  hak  

masyaraka t  untuk  mempero leh  in fo rmas i  yang  

benar ,  ju j u r ,  dan  t i dak  d isk r im ina t i f  ten tang  

penye lenggaraan  negara  dengan  te tap  

memperhat i kan  per l i n dungan  atas  hak  asas i  

pr ibad i ,  go longan ,  dan  rahas ia  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Asas 

Propors iona l i t a

s; - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Adalah  asas  yang  mengutamakan  kese imbangan  

anta ra  hak  dan  kewaj i ban  Penye lenggara  
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Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Asas 

Profes iona l i t as

; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Adalah  asas  yang  mengutamakan  keah l i an  yang  

berdasarkan  kode  et i k  dan  keten tuan  perundang-

undangan  yang  ber laku ; - - - - -

7. Asas 

Akuntabi l i t a s ; -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  set i ap  

keg ia tan  dan  has i l  akh i r  dar i  keg ia tan  

Penye lenggara  Negara  harus  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kepada  masyaraka t  atau  

rakya t  sebaga i  pemegang  kedau la tan  te r t i n gg i  

negara  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i ndakan  Tergugat  I I  (  overhe id  daad  )  

49

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se laku  pejaba t  berwenang  (  bevoeghe id  ambsdrager )  

dalam  a  quo  sudah  dengan  sungguh- sungguh  

memperhat i kan  dengan  cermat  (  de  ju i s t )   te rhadap  

Asas- asas  Umum Penyelengaraan  Negara  sebaga imana  

dia tu r  dalam UU 9/2004  jo  UU 28/1999 .  Oleh  karena  

t i ndakan  a  quo  pada  pr ins i pnya  segar i s  dan  

sebangun  rech ts  idee  te rhadap  ru le  of  law  dus  

gebonded  bestuur  (u rusan  pemer in tahan  bers i f a t  

te r i k a t  seh inga  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ber tugas  

(a )  mengumpulkan  fak ta  re levan ,  (b )  menerapkan  

pera tu ran  peundang  –  undangan)  sebaga imana  

per in t ah  UU Nomor  23 Tahun 2003; - - - - - -

2. Penggugat  kurang  cermat  membedakan  “Sura t ”  dengan  

“  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (  TUN ) ,  da lam  batasan  

fo rma l  sebaga imana  d ia tu r  pada  Pasa l  1  angka  3 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  yang  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “ Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  

yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  seseorang  

atau  Badan Hukum Perdata ” - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  batasan  te rsebu t  seh ingga  dapat  d ika takan  
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unsur - unsur  dar i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  

ya i t u : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Suatu  penetapan  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dike lua rkan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - -

c . Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

d. Bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  Badan 

Hukum 

Perdata . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimana  da lam  pen je lasan  Pasa l  1  angka  3 

di t egaskan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“…Bers i f a t  Konkret ,  ar t i n ya  obyek  yang  dipu tuskan  

dalam Keputusan  Tata  Usaha Negara  i t u  t i dak  abst rak ,  

te tap i  beru jud ,  te r t en tu  atau  dapat  d i ten tukan ,  

umpamanya  mengenai  keputusan  mengena i  rumah  s i  A,  

Iz i n  usaha  bagi  s i  B,  pemberhent i an  s i  A sebaga i  

pegawai  neger i ; - - - - - - - -

Bers i f a t  ind iv idua l  ar t i n ya  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  i t u  t i dak  di tu j u kan  untuk  umum,  te tap i  

te r t en tu  ba ik  alamat  maupun  ha l  yang  di t u j u .  Kalau  

yang  di t u j u  i t u  leb ih  dar i  seorang ,  t i ap - t i ap  nama 

orang  yang  te rkena  keputusan  i t u  d isebu tkan .  
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dar i  ????. . ?
Umpamanya,  keputusan  ten tang  pembuatan  atau  

menyebutkan  nama- nama orang  yang  te rkena  keputusan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bers i f a t  f ina l  ar t i n ya  def i n i t i f  dan  karenanya  dapat  

menimbulkan  ak iba t  hukum.  Keputusan  yang  masih  

memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  atasan  la i n  be lum 

bers i f a t  f i na l  karenanya  belum  dapat  menimbulkan  

suatu  hak  atau  kewaj i ban  pada  pihak  yang  

bersangku tan ” . - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  batasan  dan  Unsur  -  unsur  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  dan  penje lasannya  nampak  seka l i  

ka lau  obyek  sengke ta  a  quo  Tergugat  I I  t i dak  

memenuhi  kr i t e r i a  batasan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara .  Hal  in i  d ika renakan ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

a) syara t  “ f i na l ”  t i dak  te rcukup i  karena  obyek  

sengketa  a  quo  masih  bers i f a t  “su ra t ” ,  dan  be lum 

def i n i t i f  ser ta  be lum  bers i f a t  f i na l  karenanya  

belum  dapat  menimbulkan  suatu  hak  atau  kewaj i ban  

pada  pihak  yang  

bersangku tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

b) bahawa  obyek  sengketa  a  quo  belum  menimbulkan  
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ak iba t  hukum bag i  Penggugat ,  karena  masih  bers i f a t  

”su ra t ” .  Sesua i  Pasa l  96  ayat  (2 )  Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun  2003,  obyek  sengketa  a  quo  dar i  

Tergugat  I I  hanya  sebatas  “su ra t ”  untuk  

disampaikan  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  (  se laku  

Tergugat  I I I ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eksepsi : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal  –hal  te r sebu t  d ia tas ,  Tergugat  I I  

memandang  mater i  gugatan  kurang  cermat  (  on ju i s t  )  dan 

kabur  (  vaaghe id )  ser ta  t i dak  berdasarkan  Undang- Undang  

( onwetmat ig )  memohon  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Semarang  member i kan  putusan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Tidak  mener ima  dan  menolak  gugatan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya ; - - - -

2. Menyatakan  sah  Sura t  Nomor  171.2 /0024  tangga l  7 

Januar i  2008  per iha l  Permohonan  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  Antar  Waktu  

Kabupaten  Rembang  yang  d ike lua r kan  Terguga t  

I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  

perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  
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Kabupat en??????

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  Kuasa  Terguga t  I I I  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  

2  Apr i l  2008  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Penggugat  sa lah  a lamat  dalam  menentukan  subyek  

gugatan  (  er ro r  in  

sub jec to ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  ada lah  

keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  

170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang  yang  

di t e rb i t k an  o leh  Tergugat  I I I  

sebaga imana  dida l i l k a n  oleh  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
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2. Bahwa  Tergugat  I I I  da lam  menerb i t kan  

Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  

170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang,  te l ah  sesua i  

prosedur  dan  persyara tan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  sebaga imana  

diamanatkan  dalam  keten tuan  Pasa l  96 

ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  

2003 ten tang  Susunan  Kedudukan  MPR, DPR,  

DPD dan  DPRD Jo.  Pasal  42  ayat  (3 )  PP 

Nomor  25  Tahun  2004  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  DPRD 

ya i t u  ber t i ndak  da lam  jaba tannya  se laku  

pener ima  mandat  dar i  Pres iden  RI  sebaga i  

Kepala  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  secara  tegas  dinya takan  dalam 

keten tuan  Pasal  96 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  22  

Tahun 2003 ten tang  Susunan  Kedudukan  MPR, DPR, DPD 

dan DPRD yang  berbuny i  : - - - - - - - - - - - - - - -

“Peresmian  pemberhent i an  dan  pengangkatan  anta r  
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Per esmi an????. ???

waktu  anggota  DPRD  Kabupaten /Ko ta  di te t apkan  

dengan  Keputusan  Gubernur  atas  nama 

Pres iden . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  te rsebu t  d i t egaskan  pula  da lam pera tu ran  

pelaksanaannya  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25  

tahun  2004  ten tang  Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  

Tata  Ter t i b  DPRD sebaga imana  keten tuan  Pasal  42  

ayat  (3 )  yang  berbuny i : - - - - - - - - - - - - - -

“Peresmian  pemberhent i an  dan  pengangkatan  

penggant i an  anta r  waktu  anggota  DPRD di t e t apkan  

dengan……..  Keputusan  Gubernur  atas  nama Pres iden  

untuk  DPRD Kabupaten /Ko ta ,………..” - - - - - - - - - - -

3. Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  

170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang,  yang  menjad i  

obyek  sengketa  d i t e r b i t k an  oleh  Gubernur  

sebaga i  pener ima  Mandat  ya i t u  Gubernur  

ber t i ndak  t i dak  atas  nama di r i  send i r i  

te tap i  Gubernur  ber t i ndak  dan 

ber tanggung  jawab  kepada  pember i  Mandat  

(Mandans)  ya i t u  Pres iden  sebaga i  Kepala  
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member i kan???????

Negara .  Keputusan  te rsebu t  d i te t apkan  

dengan  in i s i a l  Atas  Nama 

(An. ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4. Berdasarkan  Petun juk  Pelaksanaan  yang  

di rumuskan  dalam  Pela t i han  Peningka tan  

Keterampi l an  Hakim  Perad i l an  TUN  I I I  

Tahun 1991 yang  te l ah  di rumuskan  kembal i  

o leh  Li tbang  TUN Mahkamah Agung  RI  cq.  

Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  Urusan  

Lingkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga i  pedoman da lam  pelaksanaan  tugas  

jus t i s i a l  sehar i - har i .  Pedoman te rsebu t  

merupakan  sumber  tempat  Hakim  menggal i  

Hukum Acara  Perdata  maupun Hukum Perdata  

Mater i i l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Mengenai  s iapa  yang  harus  diguga t ,  da lam  pedoman 

te rsebu t  te l ah  d inya takan  secara  tegas  bahwa untuk  

menentukan  s iapa  yang  harus  d iguga t  sehubungan  

dengan  adanya  wewenang  yang  ada  pada  jaba tan  TUN,  

maka harus  dike tahu i  leb ih  dahu lu  apakah  wewenang  

te rsebu t  bers i f a t  de legas ia t aukah  mandat .  Apabi l a  

bers i f a t  mandat  maka  yang  harus  diguga t  adalah  

jaba tan  TUN yang  member ikan  mandat  dan  apab i l a  
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bers i f a t  de legas i  yang  harus  diguga t  ada lah  

jaba tan  TUN  yang  mener ima  delegas i  jaba tan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  mengetahu i  apakah  pe l impahan  wewenang berupa  

mandat  atau  delegas i ,  harus  di l i h a t  c i r i  –  c i r i  

fo rma l  pada  sura t  keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa  ya i t u  keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  

Nomor  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  dan Peresmian  Pengangkatan  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rembang  yang  di t e r b i t k an  

oleh  Teruga t  I I I  sebaga i  pener ima  Mandat  ya i t u  

Gubernur  ber t i ndak  t i dak  atas  nama di r i  send i r i  

te tap i  Gubernur  ber t i ndak  dan  ber tanggung  jawab  

kepada  pember i  mandat  (Mandans)  ya i t u  Pres iden  

sebaga i  kepa la  Negara .  Keputusan  te rsebu t  

d i t e t apkan  dengan  in i s i a l  Atas  Nama (An. ) ; - - - - - - -

Apabi l a  bers i f a t  mandat  maka  yang  harus  diguga t  

ada lah  jaba tan  ta ta  usaha  negara  yang  member ikan  

mandat ,  dan  apab i l a  bers i f a t  de legas i  yang  harus  

diguga t  ada lah  jaba tan  Tata  Usaha  Negara  yang  

mener ima  

delegas i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Pemer i nt ah?????. . ??

5. Keputusan  Gubernur  yang  menjad i  obyek  

sengketa  te rsebu t  merupakan  

Keputusan /Besch i k i ng  yang  t i dak  bebas  

karena  keten tuan  Undang- Undang  yang  

menjad i  dasar  dar i  Keputusan / Besch ik i ng  

te rsebu t  mendik te  sa ja  apa  yang  harus  

di l akukan  oleh  Gubernur .  Hal  te rsebu t  

te lah  secara  tegas  d ia tu r  secara  

l im i t a t i f  da lam keten tuan  Pasa l  96  ayat  

(3 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  

ten tang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD 

dan DPRD dan keten tuan  Pasa l  42 ayat  (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25 tahun  2004  

ten tang  Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  

Tata  Ter t i b  DPRD,  dan  Gubernur  t i dak  

boleh  membuat  atu ran  send i r i  yang  

menyimpang  dar i  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t .  Dengan  demik ian  Undang- Undang 

yang  menjad i  pera tu ran  dasar  keputusan  

te rsebu t  t i dak  member ikan  kebebasan  

kepada  organ  Pemer in tah  (Gubernur )  untuk  

menentukan  send i r i  apakah  ia  (Gubernur )  

akan  mengeluarkan  Besch ik i ng  atau  

t i dak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa kekuasaan  Pres iden  sebaga i  Kepala  
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Negara  t i dak  bisa  dia t r i b us i k an  atau  

dide legas i kan  kepada  Pejaba t  d i  bawahnya  

dan  hanya  bisa  dimandatkan  kepada  

bawahannya.  Untuk  i t u  maka  Pera tu ran  

yang  menjad i  dasar  Tergugat  I I I  da lam 

menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  

t i dak  d idasarkan  at r i bus i  atau  de legas i ,  

te tap i  berdasarkan  mandat  yang  c i r i  

pokok  penandatanganannya  ada lah  Atas  

Nama Pember i  Mandat  (Pres iden  sebaga i  

Kepala  

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

7. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  je l as l ah  bahwa  penggugat  te l ah  

sa lah  mengajukan  gugatan  kepada  Terguga t  

I I I ,  karena  gugatan  seharusnya  di tu j ukan  

kepada  pember i  mandat  ya i t u  Pres iden  RI  

se laku  Kepala  

Negara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

I I . Gugatan  kabur  (Obscuurs  

Libe l ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demi ki an????????

1. Bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  memuat  

alasan- a lasan ,  seh ingga  apa  yang  menjad i  

obyek  sengketa  dan  fak ta  hukum  yang  

menyebabkan  t imbu lnya  sengketa  anta ra  

Penggugat  dan  Tergugat  I I I  t i dak  

je l as ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  juga  kua l i f i k a s i  perbua tan  Terguga t  I I I  (  

Gubernur )  t i dak  di rumuskan  oleh  Penggugat ,  ya i t u  

perbua tan - perbua tan  apa  yang  di l akukan  Tergugat  

I I I  (Gubernur )  seh ingga  d ianggap  t i dak  ad i l ,  

apakah  te lah  melakukan  wanpres tas i ,  apakah  

melanggar  hak  subyek t i f  orang  la i n  (  in  casu  

Penggugat ) ,  melanggar  Undang- Undang,  ber t i ndak  

sewenang- wenang  dan  la i n -

la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Posi ta  da lam  gugatan  Penggugat  

memuat  da l i l - da l i l  anta ra  yang  satu  dengan  

yang  la i nnya  t i dak  kons is t en  sebaga i  satu  

kesatuan  sebaga i  dasar  gugatan  a  quo ,  

Posi t a  da lam  gugatan  Penggugat  t i dak  

secara  tegas  menyatakan  bahwa te l ah  t imbu l  

kerug ian / ke t i d akad i l a n  sebaga i  ak iba t  

perbua tan  Tergugat  I I I ; - - - - - - - - -

Bahwa  su l i t  untuk  dibedakan  anta ra  Posi t a  yang  
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Semar ang???????

t i dak  didasar i  a lasan  hukum  dan  Pet i t um  dalam 

gugatan  Penggugat  karena  dalam  Posi ta  gugatan  

Penggugat  ber i s i  permohonan  agar  Sura t  Gubernur  

Jawa Tengah  (  Tergugat  I I I )  d inya takan  bata l  atau  

t i dak  sah  sama pers i s  dengan  buny i  Pet i t um  da lam 

gugatan  Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa oleh  karena  gugatan  kabur  atau  t i dak  

je l as  (Obscuurs  L ibe l ) ,  dengan  in i  

Tergugat  I I I  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim 

untuk  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sehubungan  dengan  hal - ha l  yang  te lah  

diu ra i kan  di  atas  dan  menginga t  Terguga t  I I I  

mengajukan  Ekseps i  gugatan  sa lah  alamat  dan  gugatan  

Penggugat  kabur  (Obscuurs  L ibe l )  yang  menyangkut  

kewenangan  Rela t i f ,  berdasarkan  keten tuan  Pasal  77  

ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  dengan  in i  Terguga t  I I I  

mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  

untuk  menja tuhkan  Putusan  Sela  te r l eb i h  dahu lu  

dengan  Putusan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Menyatakan  mener ima  Ekseps i  

Tergugat  
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I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

b. Menyatakan  gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Menghukum  Penggugat  untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Ekseps i  te rsebu t  agar  te rbaca  kembal i  

da lam  pokok  perkara  dan  merupakan  satu  

kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

jawaban  da lam  pokok  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  I I I  menolak  secara  tegas  

se lu ruh  dal i  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  yang  

diaku i  kebenarannya  secara  

tegas ; - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  benar  Penggugat  ada lah  Anggota  DPRD 
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Kabupat en   ??????.

Kabupaten  Rembang  yang  di resmikan  

pengangkatannya  berdasarkan  Keputusan  

Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  171/42 /2004  

tangga l  1 Agustus  2004; - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  pada  tangga l  30  Nopember  2007,  

Penggugat  membuat  sura t  pernya taan  

pengunduran  di r i  karena  banyaknya  kes ibukan-

kes ibukan  pr ibad i / k e l ua rga  yang  banyak  

menyi ta  waktu ,  sedangkan  tugas  DPRD Kabupaten  

Rembang  sangat  padat ,  seh ingga  Penggugat  

t i dak  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  

baik ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

5. Bahwa atas  dasar  sura t  pernya taan  pengunduran  

di r i  dar i  Penggugat ,  Pimpinan  DPRD Kabupaten  

Rembang  mengi r im  sura t  kepada  Ketua  DPD 

Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang Nomor  170/665  

tangga l  17  Desember  2007  Per iha l  Permin taan  

Pergant i an  Anta r  Waktu  DPRD  Kabupaten  

Rembang,  yang  in t i n ya  DPD  par ta i  Golka r  

Kabupaten  Rembang  agar  mengajukan  ca lon  

penggant i  anta r  waktu  DPRD Kabupaten  Rembang 

dar i  Par ta i  Golkar  untuk  menggant i kan  

Penggugat  yang  te l ah  mengundurkan  

di r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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6. Bahwa dengan  Sura t  Nomor  B.45/DPD.PG/XI I / 2007  

tangga l  18  Desember  2007  Per iha l  Pergant i an  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang,  

DPD  Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang 

mengajukan  Sr i  Rejek i ,  B.Sc  menggant i kan  

Penggugat  sebaga i  ca lon  Penggant i  Anta r  Waktu  

DPRD Kabupaten  Rembang dar i  Par ta i  Golkar ; -

7. Bahwa DPRD Kabupaten  Rembang  menindak lan j u t i  

sura t  DPD Par ta i  Golkar  sebaga imana  te rsebu t  

d i  atas  dengan  sura t  Nomor  170/669  tangga l  18 

Desember  2007  per i ha l  Permin taan  ver i f i k a s i  

Calon  Penggant i  Antar  Waktu  DPRD Kabupaten  

Rembang kepada  KPU Kabupaten  Rembang,  dengan  

mengajukan  Sr i  Rejek i ,  B,Sc.  Calon  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

per iode  2004-

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  sura t  dar i  Ketua  DPRD 

Rembang  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas ,  KPUD 

Kabupaten  Rembang  mengadakan  ver i f i k a s i  

persyara tan  Penggant i  Anta r  Waktu  atas  nama 

Sr i  Rejek i ,  B.Sc; - - - - - - - - - -

Hasi l  dar i  ver i f i k a s i  menyatakan  ca lon  yang  

bersangku tan  te l ah  memenuhi  keten tuan  Pasal  95  ayat  
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Pengangkat an????(1 )  dan  (2 )  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  

ten tang  Susunan  Dan Kedudukan  MPR, DPR,  DPD dan DPRD 

ser ta  Pasa l  6  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

01  Tahun  2005,  dengan  demik ian  ca lon  yang  

bersangku tan  dapat  d ip roses  leb ih  

lan ju t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  DPRD  Kabupaten  Rembang  kemudian  

menindak lan ju t i  dengan  sura t  kepada  Gubernur  

Jawa  Tengah  mela lu i  Bupat i  Rembang  (  Sura t  

Nomor  171.2 /04  tangga l  4 Januar i  2008 per iha l  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD 

Antar  Waktu  kabupaten  Rembang) ,  mohon 

perkenan  Gubernur  Jawa  Tengah  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

atas  nama  Sr i  Padnanings ih ,  S.Pd.  dan  

Peresmian  Pengangkatan  Anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  atas  nama  Sr i  Rejek i ,  

B.Sc; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  sura t  DPRD sebaga imana  te rsebu t  d i  

atas  se lan ju t nya  di te ruskan  o leh  Bupat i  

kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  dengan  sura t  

Nomor  171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  

66

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber t anggungj awab ???. .per iha l  Permohonan  Pemberhent i an  Dan 

Pengangkatan  Pergan t i an  Antar  Waktu  Anggota  

DPRD  Kabuapten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa pada  tangga l  17  Januar i  2008  Gubernur  

Jawa  Tengah  menerb i t kan  Keputusan  Gubernur  

Jawa  Tengah  Nomor  170/3 /2008  tangga l  17 

Januar i  2008  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  

Dan  Peresmian  Pengangkatan  Pergant i an  Anta r  

Waktu  Anggota  DPRD  Kabuapten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  te rsebu t  te lah  disampaikan  kepada  Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Rembang  mela lu i  Bupat i  Rembang  pada  

tangga l  18 Januar i  2008  dengan  sura t  penganta r  Nomor  

045/01609 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa proses  Pergant i an  Anta r  Waktu  Anggota  

DPRD  Kabupaten  Rembang  yang  berwenang  

mengusu lkan  pergan t i an  anta r  waktu  anggotanya  

ada lah  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan  

sebaga imana  di ten tukan  Undang-

Undang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa keputusan  Terguga t  I I I  yang  menyangkut  
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peresmian  dan  pemberhen t i an  anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  hanya lah  melaksanakan  prosedur  

admin is t r a s i ,  ar t i n ya  Tergugat  I I I  hanya  

ber tanggung jawab  secara  hukum  sebatas  

peresmian ,  sedangkan  kewenangan  Tergugat  I I I  

da lam  ha l  in i  o leh  undang- undang  t i dak  

dise r t a i  dengan  kewenangan  menentukan ,  karena  

mater i  muatan  te rhadap  keputusan  yang  

dike lua r kan  o leh  Tergugat  I I I  sudah  t i dak  

dapat  d iubah  lag i  o leh  Tergugat  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

14. Bahwa Keputusan  Gubernur  yang  menjad i  obyek  

sengketa  te rsebu t  merupakan  keputusan  yang  

t i dak  bebas  karena  keten tuan  undang- undang  

yang  menjad i  dasar  dar i  keputusan  te rsebu t  

mendik te  sa ja  apa  yang  harus  di l akukan  o leh  

Gubernur ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  te l ah  secara  tegas  dia tu r  secara  

l im i t a t i f  da lam keten tuan  Pasa l  96  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ten tang  Susunan  Dan 

Kedudukan  MPR, DPR,  DPD Dan DPRD dan keten tuan  Pasa l  

42 ayat  (3 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  55 Tahun  2004  

ten tang  Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  
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Yang??????. ??

DPRD,  dan  Gubernur  t i dak  boleh  membuat  atu ran  yang  

menyimpang  dar i  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  Undang- Undang  yang  menjad i  Pera tu ran  

dasar  keputusan  te rsebu t  t i dak  member ikan  kebebasan  

kepada  organ  pemer in tah  

(Gubernur ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  Posi ta  9  gugatan  yang  menyatakan  

ak iba t  perbua tan  Para  Tergugat  dengan  

te rb i t n ya  sura t  Para  Tergugat ,  Penggugat  

se jak  bulan  Pebruar i  2008 t i dak  mendapat  uang  

honor  atau  ga j i  set i ap  bu lan   Rp.  9.000 .000 , -  

(sembi l an  ju ta  rup iah )  seh ingga  Penggugat  

patu t  mener ima  gant i  rug i  sebesar  Rp.  

207.000 .000 , -  (dua  ra tus  tu j uh  ju ta  rup iah ) ,  

merupakan  hal  yang  t i dak  berdasar  sama seka l i  

dan patu t l ah  di to l a k  ;  - -

Yang  menjad i  dasar  pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  

Anggota  DPRD  Kabupaten  Rembang  ada lah  Sura t  

Pernya taan  Pengunduran  d i r i  dar i  Penggugat   tangga l  

30  Nopember  2007,  sedangkan  Penggugat  dibe rhen t i k an  

secara  resmi  dan  digan t i k an  Sr i  Rejek i ,  B.Sc  pada  

tangga l  31  Januar i  2008  (  ±  3  bu lan )  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  dalam  mengajukan  permohonan  gant i  rug i ,  

Penggugat  sama  seka l i  t i dak  member ikan  bukt i - bukt i  

secara  nyata  kerug ian  yang  d i t imbu l kan  sebaga i  

ak iba t  perbua tan  Terguga t  I I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Berdasarkan  hal - ha l   yang  te l ah  diu ra i kan  te rsebu t  d i  

atas ,  mohon kepada  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  

berkenan  menja tuhkan  Putusan  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  Ekseps i  

Tergugat  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Gugatan  

Penggugat  t i dak  

dapat  

d i t e r ima . - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 
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Meni mbang??????

PERKARA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2. Menyatakan  sah  Keputusan  

Gubernur  Jawa  Tengah  tangga l  17 

Januar i  2008  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  Dan  Peresmian  

Pengangkatan  Pergant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  untuk  

membayar  biaya  

perkara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ATAU.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Member ikan  Putusan  la i n  menuru t  Perad i l an  yang  benar  (  

Ex  aequo  et  

bono) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di  da lam  pers idangan  Kuasa  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  atas  Jawaban Tergugat  
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te r t angga l  9 Apr i l  2008; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di  da lam  pers idangan  Tergugat  I  

dan  Kuasa  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  Dupl i k  masing-

masing  te r t angga l  16  Apr i l  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa di  da lam pers idangan  Kuasa  Hukum 

Tergugat  I I I  menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  Dupl i k  

dan menyatakan  yang  pada pokoknya  te tap  pada Jawabannya  

te r t angga l  2 Apr i l  2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  –  da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  –  bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t  –  sura t  yang  di tanda i  P -  1 

sampai   dengan    P – 12  yang  te l ah  dimate ra i kan  dengan  

cukup  dan  te l ah  pula  dicocokkan  dengan  as l i nya  kecua l i  

P- 10  dan  P- 11  sesua i  dengan  fo to  copynya ,  seh ingga  

dapat  d i j ad i kan  a la t  bukt i  yang  

sah: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ala t  –  ala t  bukt i  yang  berupa  sura t - sura t  te rsebu t  

ada lah  sebaga i  ber i ku t ; - - -

1. P – 1 : Sura t  dar i  kuasa  Penggugat  Nomor:  

07/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  

Per iha l  Kebera tan  PAW  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  yang  di tu j u kan  kepada  
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4.  P – 4 ??????

Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
2. P – 2 : Tanda te r ima  Sura t  Nomor  :  

07/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  
yang  di t u j u kan  kepada  KPUD Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

3. P – 3 : Sura t  dar i  kuasa  Penggugat  Nomor  

08/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  

Per iha l  Penangguhan  PAW Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  dar i  Fraks i  Par ta i  

Golkar ,  yang  di tu j ukan  kepada  Pengurus  

Dewan  Pimpinan  Par ta i  Golkar  Kabuapten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - -
4. P – 4 : Tanda  te r ima  Sura t  Nomor  :  

08/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  

yang  di t u j u kan  kepada  Pengurus  Dewan 

Pimpinan  Par ta i  Golkar  Kabuapten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. P – 5 : Sura t  dar i  kuasa  Penggugat  Nomor  

09/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  

Per iha l  PAW  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang  Fraks i  Par ta i  Golkar ,  yang  

di tu j ukan  kepada  Pimpinan  DPRD Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. P – 6 : Tanda  te r ima  Sura t  Nomor  

09/OPS/LBH/ I / 2008  tangga l  24 Januar i  2008  
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yang  di t u j u kan  kepada  Pimpinan  DPRD 

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
7. P – 7 : Sura t  dar i  Kuasa  Penggugat  Nomor  :  

010/Ops / I / LBH/2008  tangga l  30  januar i  

2008  Per iha l  Penudaan  pelan t i k an  anggota  

anta r  waktu ,  yang  di tu j ukan  

kepada: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Ketua  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bupat i  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3.  KPU  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4.  KAPOLRES 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

5.  KOMANDAN  KODIM 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Kepala  Kejaksaan  Neger i  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Ketua  Pengad i l an  Neger i  
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8.  P-  8 : ??????
Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  8.  Kepala  Kanto r  Kesbang  L inmas  

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  DPD  Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - -
8. P – 8 : Tanda  Ter ima  Sura t  dar i  Kuasa  Penggugat  

Nomor  :  010/Ops / I / LBH/2008  tangga l  30 

januar i  2008  yang  di tu j u kan  

kepada: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Ketua  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bupat i  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3.  KPU  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4.  KAPOLRES 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

5.  KOMANDAN  KODIM 

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.  Kepala  Kejaksaan  Neger i  
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12.  P -  12??????

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Ketua  Pengad i l an  Neger i  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.Kepa la  Kanto r  Kesbang  Linmas  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  DPD  Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - -
9. P – 9 : Sura t  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Rembang  Nomor  270/KPU/018  

tangga l  25  Januar i  Per iha l  Kebera tan  PAW 

Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10

.

P  – 

10 

: Ber i t a  Acara  Nomor:  056/BA/Tahun  2007  

Tentang  Penel i t i a n  Dan  Pemer iksaan  

Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang  Hasi l  Pemi l i han  Tahun 

2004; - - - - - - -
11

.

P  – 

11 

: Sura t  Bupat i  Rembang  Nomor  171.2 /0024  

tangga l  7 Januar i  2008 Per iha l  Permohonan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  

DPRD  Penggant i  Antar  Waktu  Kabupaten  

Rembang,  yang  d i t u j u kan  kepada  Gubernur  

Jawa 

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12

.

P  – 

12 

: Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  

Nomor  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

Tentang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  

Wakru  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang; - - - - - - - - -
Menimbang  ,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  –  da l i l  

Jawabanya,   Tergugat  I  te l ah  mengajukan  bukt i  –  bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t  – sura t  yang  di tanda i  T. I    -  1 

sampai  dengan    T. I   -  6 yang  te lah  dimate ra i kan  dengan  

cukup  dan te l ah  pu la  dicocokkan  dengan  as l i nya ,  kecua l i  

T. I  –  2,  T. I  –  3,   T. I  –  4,   T. I  –  5,  dan   T. I  –   6  

sesua i  dengan  fo to  copynya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

ala t  bukt i  yang  

sah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ala t  –  ala t  bukt i  yang  berupa  sura t - sura t  te rsebu t  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ; - -

1. T. I  

– 1 

: Sura t  Keputusan  Bupat i  Rembang  Nomor  

170/1060 /2007  Tangga l  4  Oktober  2007  

Tentang  Pembentukan  Dan  Penetapan  

Honorar i um  Kelompok  Ker ja  ver i f i k a s i  

Persyara tan  Calon  Penggant i  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  Yang  Berhent i  Antar  

Waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2. T. I  : Sura t  dar i  DPRD Kabupaten  Rembang Kepada  
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Ant ar  Wakt u ?????. . .– 2 ketua  KPU Kabupaten  Rembang Nomor  170/669  

tangga l  18  desember  2007  Per iha l  

Permin taan  Ver i f i k a s i  Calon  Penggant i  

Anggota  Antar  Waktu  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. T. I  

– 3 

: Sura t  dar i  Par ta i  Golkar  Kepada  Ketua  

KPUD Rembang  Nomor  B.50/DPD.PG/XI I / 2007  

tangga l  18  Desember  2007  Per iha l  

Pengajuan  Calon  Baru  Sebagai  Penggant i  

Antar  

Waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. T. I  

– 4 

: 1. Sura t  dar i  KPU 

Kabupaten  Rembang 

Nomor  005/KPU/075  

Tangga l  19  Desember  

2007  Per iha l  

Undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Sura t  dar i  KPU 

Kabupaten  Rembang 

Nomor  005/KPU/076  

Tangga l  26  Desember  
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2007  Per iha l  

Undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. Sura t  dar i  KPU 

Kabupaten  Rembang 

Nomor  005/KPU/077  

Tangga l  27   Desember  

2007  Per iha l  

Undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. Sura t  dar i  KPU 

Kabupaten  Rembang 

Nomor  005/KPU/078  

Tangga l  28  Desember  

2007  Per iha l  

Undangan; - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
5. T. I  

– 5 

: Ber i t a  Acara  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Rembang  Nomor:  056/BA/Tahun  

2007  Tentang  Penel i t i a n  Dan  Pemer iksaan  
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sur at ????????

Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang Hasi l  Pemi l i han  Tahun 2004; - - - - - -
6. T. I  

– 6 

: Sura t  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Rembang  kepada  Pimpinan  DPRD 

Kabupaten  Rembang  Nomor  270/KPU/079  

tangga l  29  Desember  2007  Per iha l  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  dar i  Par ta i  Golkar  

has i l  Pemi lu  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang  ,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  –  da l i l  

Jawabannya,  Kuasa  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  bukt i  – 

bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  –  sura t  yang  di tanda i  T.  

I I   -   1  sampai  dengan    T.  I I    -   12   yang  te lah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te lah  pula  dicocokkan  

dengan  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  

yang  sah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ala t  –  ala t  bukt i  yang  berupa  sura t - sura t  te rsebu t  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ; - -

1. T. I I  

– 1 

: Sura t  Bupat i  Rembang kepada  Gubernur  Jawa 

Tengah Nomor  171.2 /0024  tangga l  7 Januar i  

2008 Per iha l  Permohonan Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  Antar  

Waktu  Kabupaten  
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7.  T. I I  – 7 :    ?. . . ?. ????

sur at ????????

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. T. I I  

– 2 

: Sura t  Pimpinan  Dewan  Perwak i l an  Daerah  

Kabupaten  Rembang  Kepada  Gubernur  Jawa 

Tengah  mela lu i  Bupat i  Rembang  Nomor  

171.2 /04  Tangga l  4  Januar i  2008  Per iha l  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  

DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. T. I I  

–  3 

: Undang- Undang Nomor  31 Tahun 2002 ten tang  

Par ta i  

Pol i t i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. T. I I  

–  4 

: Undang- Undang  Nomor  22   Tahun  2003 

ten tang  Susunan  Dan  Kedudukan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Daerah  Dan Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah; - - - - - - - - - -
5. T. I I  

–  5 

: Undang- Undang Nomor  32 Tahun 2004 ten tang  

Pemer in tahan  

Daerah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
6. T. I I  

–  6

: Keputusan  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor  16 

Tahun  2004  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - -
7. T. I I  

–  7

: Keputusan  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor  04 

Tahun  2007  ten tang  Perubahan  atas  
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Keputusan  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor  16 

Tahun  2004  ten tang  Pera tu ran  Tata  Ter t i b  

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
8. T. I I  

–  8

: Pera tu ran  Tata  Ter t i b  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rembang  Dalam 

Satu  Naskah; - - - - - -
9. T. I I  

–  9

: Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  01 

Tahun  2005  ten tang  Tata  Cara  Ver i f i k a s i  

Persyara tan  Calon  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Daerah,  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Prov ins i ,  dan  Dewan 

Perwak i l l a n  Rakyat  Daerah  

Kabupaten /Ko ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
10. T. I I  

– 10

: Buku  Saku  Anggota  Par ta i  Golkar  2004  – 

2009  (  Keputusan  Musyawarah  Nasiona l  VI I  

Par ta i  Golongan  Karya  Tahun  2004  Nomor:  

VI /Munas /V I I /Go l ka r / 2004 ) ; -  
11. T. I I  -  

11

: Undang- Undang  Dasar  1945,  Pasa l  22D ayat  

(4 ) ; - - - - - - - -
12. T. I I  -  

12

: Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Nomor  

008/PUU-

IV /2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang  ,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l  –  da l i l  
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1.  T. I I I  – 1 :    ?. . . ?. ????

Jawabannya,  Kuasa  Tergugat  I I I  te lah  mengajukan  bukt i  – 

bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  –  sura t  yang  di tanda i  T.  

I I I  -  1  sampai  dengan   T.  I I I  -  14   yang  te lah  

dimate ra i kan  dengan  cukup  dan  te lah  pula  dicocokkan  

dengan  as l i nya ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  ala t  bukt i  

yang  sah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ala t  –  ala t  bukt i  yang  berupa  sura t - sura t  te rsebu t  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ; - -

1. T. I I I  

– 1 

: Sura t  dar i  Penggugat  kepada  ketua  DPRD 

Kabupaten  Rembang  tangga l  30  Nopember  

2007  Per iha l  Pengunduran  

Di r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
2. T. I I I  

– 2 

: Sura t  dar i  Ketua  DPRD Kabupaten  Rembang 

kepada  Ketua  KPU Kabupaten  Rembang  Nomor  

170/669  tangga l  18  Desember  2007  Per iha l  

Permin taan  ver i f i k a s i  Calon  Penggant i  

Antar  Waktu  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
3. T. I I I  

– 3 

: Sura t  dar i  DPD Par ta i  Golkar  kabupaten  

Rembang  kepada  Ketua  KPUD Rembang  Nomor  

B.50/DPD.PG/XI I / 2007  Per iha l  Pengajuan  

Calon  Baru  Sebagai  Penggant i  Antar  

Waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. T. I I I  

– 4

: Sura t  dar i  DPRD Kabupaten  Rembang Kepada  

Gubernur  Jawa  Tengah  mela lu i  Bupat i  
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Per waki l an   ?. . . . ?. ????

Rembang Nomor  171.2 /04  tangga l  4  Januar i  

2008  Per iha l  Pemberhent i an  dan 

Pengangkatan  Anggota  DPRD Antar  Waktu  

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. T. I I I  

– 5

: Sura t  dar i  Bupat i  Rembang kepada  Gubernur  

Jawa  Tengah  Nomor  171.2 /0024  tangga l  7 

Januar i  2008  Per iha l  Permohonan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  

DPRD  Penggant i  Antar  Waktu  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
6. T. I I I  

– 6

: Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  

Nomor  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

Tentang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang; - - - - - - - -
7. T. I I I  

–  7 

: Sura t  DPRD Kabupaten  Rembang kepada  Ketua  

DPD  Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang 

Nomor:  170/665  tangga l  17  Desember  2007  

Per iha l  Permin taan  Penggant i  Anggota  

Antar  Waktu  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. T. I I I  

–  8  

: Sura t  DPD Par ta i  Golka r  Kabupaten  Rembang 

kepada  Ketua  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor  
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13.  T. I I I  – 13 :    ?. ????:  B.45 /DPD.PG/XI I / 2007  tangga l  18 

Desember  2007  Per iha l  Pergant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
9. T. I I I  

–  9 

: Sura t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Rembang  Kepada  Pimpinan  DPRD Kabupaten  

Rembang  Nomor:270 /KPU/079  tangga l  29 

Desember  2007  Per iha l  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang dar i  

Par ta i  Golkar  Hasi l  Pemi lu  Tahun 

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. T. I I I  

–  10

: Sura t  Pengunduran  di r i  Sdr i .  Yayuk  

Musyaf i ’ a h ,  S.H.  kepada  Ketua  DPD Par ta i  

Golkar  Kabupaten  Rembang  tangga l  30 

Nopember  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  
11. T. I I I  

–  11

: Sura t  Pengunduran  di r i  Sdr .  Soedjad i .  

kepada  Ketua  DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang  tangga l  5  Desember  

2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
12. T. I I I  

–  12

: Sura t  Pengunduran  di r i  Sdr .  Mustar i  

kepada  Ketua  DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang  tangga l  5  Desember  
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2007; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
13. T. I I I  

–  13

: Sura t  Kemat ian  No.  02/X /LK/2007  atas  nama 

KH.  Abdul  Kohar ,  

BA;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
14. T. I I I  

– 14

: Sura t  Kemat ian  No.  18/2032 /X /2007  tangga l  

18  Desember  2007  atas  nama 

Edyarso ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang,  bahwa  Penggugat  sete lah  mengajukan  

bukt i - bukt i  Sura t ,  d i  da lam pers idangan  pihak  Penggugat  

te lah  pula  mengajukan  3  ( t i ga )  orang  Saks i  ya i t u  

Bambang  Suward i ,  Soejad i  WIi r j o soew i t o  dan  M.  Yasi r  yang  

member ikan  kete rangan  di  bawah sumpah yang  se lengkapnya  

te rsebu t  dalam ber i t a  acara  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t - - - - - - - - - - - - -  

1. Saks i  BAMBANG SUWARDI,  menerangkan  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  d i  Par ta i  Golkar  menjabat  

sebaga i  Sekre ta r i s  Par ta i  Golkar  Kecamatan  

Gunem  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  tahu  Penggugat  menjabat  sebaga i  

Anggota  DPDR Kabupaten  Rembang se lama  hampi  

2 (dua)  per i ode ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-  Bahwa  ????????− Bahwa  Saks i  t i dak  pernah  dipangg i l  untuk  

mengiku t i  Sidang  Pleno  Par ta i  Golkar  

Kabupaten  Rembang  untuk  membahas  Pergan t i an  

Antar  Waktu  saudara  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Penggugat  sanpa i  saat  in i  masih  

dipe r t ahankan  kepengurusannya  oleh  Par ta i  

Golkar  Kecamatan  Bulu ,  Kecamatan  Gunem dan  

Kecamatan  Sulang  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  proses  

te r j ad i n ya  pergan t i an  anta r  

waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  mengetahu i  d i  da lam  proses  

pergan t i an  anta r  waktu  ada  3  ( t i ga )  ca lon  

la i nnya  untuk  mengant i kan  saudara  Penggugat  

sebaga i  anggota  

Dewan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa setahu  Saks i  Penggugat  sampai  saat  in i  

be lum  pernah  membuat  sura t  pernya taan  

pengunduran  di r i  sebaga i  anggota  DPRD 

Kabupaten  
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Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  t i dak  mengetahu i  atu ran  la i n  di  

da lam  Par ta i  Golkar  mengenai  proses  

pergan t i an  anta r  

waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  mengetahu i  yang  mengant i kan  

Penggugat  adalah  Ibu .S r i  Rejek i ,  

B.Sc; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  mengapa 

Penggugat  digan t i  sebaga i  anggota  DPRD 

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

− Bahwa  saks i  mengetahu i  Penggugat  saat  in i  

berada  d i  Lembaga  Pemasyaraka tan  (LP)  

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Saks i  SOEDJADI  WIRJOSOEWITO,  menerangkan  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  menjad i  anggota  Par ta i  Golkar  

se jak  tahun  1971  sampai  dengan  
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-  Bahwa ?. . ??. ????
sekarang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa jaba tan  Saks i  d i  Par ta i  Golkar  ada lah  

sebaga i  Penasehat  Par ta i  Golkar  Kecamatan  

Gunem;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

− Bahwa Saks i  pernah  menjaba t  sebaga i  anggota  

DPRD  Kabupaten  Rembang  dar i  tahun  1992  

sampai  dengan  tahun  1997; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  proses  

pergan t i an  anta r  waktu  anggota  

DPRD;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  pernah  d ida tang i  orang  dar i  DPD 

Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang  ya i t u  Bapak  

Djoemal i ,  Bapak  Pr i yono  dan  Bapak  

Kasnad i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  jaba tan  di  Par ta i  Golkar  Bapak  

Djoemal i  sebaga i  Ketua  DPD Par ta i  Golkar  

kabupaten  Rembang,  Bapak  Pr iyono  sebaga i  

Sekre ta r i s  DPD  Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang dan  Bapak  Kasnad i   sebaga i  Pimpinan  

Par ta i  Golkar  Kecamatan  Kota  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

− Bahwa  Saks i  d isodor i  fo rmat  sura t  

pengunduran  di r i  sebaga i  ca lon  penggant i  

anta r  

waktu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  membaca dan  menandatangan i  sura t  

pengunduran  di r i  te rsebu t  dengan  maksud  agar  

supaya  saudara  Penggugat  masih  te tap  untuk  

menjad i  anggota  DPRD Kabupaten  Rembang; - - - -

− Bahwa  Saks i  pada  saat  menandatangan i  sura t  

pengunduran  di r i  merasa  ada  paksaan  

(d i i n t im i das i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  pada  saat  Saks i  menandatangan i  sura t  

pengunduran  di r i  t i dak  ada  tangga l  sura tnya ,  

tap i  sete lah  orang  dar i  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Rembang datang  ke  rumah Saks i  

untuk  mencocokkan ,  sudah  ada 

tangga lnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

− Bahawa  t i dak  ada  gant i  rug i  te rhadap  

pengunduran  di r i  Saks i  sebaga i  ca lon  anggota  

Dewan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

90

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en  ???????

3. Saks i  M YASIR,  menerangkan  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t ; - - - -

− Bahwa jaba tan  Saks i  ada lah  sebaga i  pengurus  

Par ta i  Golkar  Desa  Dowan  Kecamatan  

Gunem;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Penggugat  ser ing  seka l i  melakukan  

koord inas i  ke  Desa-

Desa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  atau  secara  bersama- sama  satu  

Kecamatan  belum  pernah  membuat  sura t  

kebera tan  kepada  DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang  bahwa  Penggugat  digan t i  sebaga i  

anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  t i dak  setu ju  Penggugat  di  gant i  

karena  kepada  anggota  ba ik  

seka l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  yang  

menggant i kan  Penggugat  sebaga i  anggota  DPRD 

Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  sete lah  mengajukan  Bukt i - bukt i  

Sura t  d i  da lam pers idangan  pihak  Tergugat  I  mengajukan  

pula  1 (sa tu )  orang  Saks i  ya i t u  Pr i yono  yang  member ikan  

kete rangan  di  bawah  sumpah  yang  se lengkapnya  te rsebu t  

da lam  ber i t a  acara  yang  pada   pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  PRIYONO,  menerangkan  yang  pada  pokonya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  masih  menjaba t  sebaga i  Sekre ta r i s  DPD 

Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  setahu  Saks i  DPD Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang  mener ima  Sura t  dar i  Pimpinan  DPRD 

Kabupaten  Rembang  Nomor  170/665  tangga l  17  

Desember  2007 Per iha l  Permin taan  Penggant i  Anggota  

Antar  Waktu  DPRD  Kabupaten  Rembang  dengan  

di l amp i r i  sura t  pengunduran  di r i  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

− Bahwa oleh  karena  di  Daerah   Pemi l i han  Tiga  ca lon  

penggant i nya  sudah  habis  karena  mengundurkan  di r i  

dan  karena  meningga l  dun ia  unutk  i t u  diambi l kan  

dar i   Daerah  Pemi l i han  te rdeka t  yang  langsung  
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-  Bahwa ??. . ??. ????bers inggungan  ya i t u  Daerah  Pemi l i han  satu  ya i t u  

Sdr i  Sr i  Redjek i ; - - - - - - -

− Bahwa mekanisme  Pergant i an  Antar  Waktu  d i  Par ta i  

Golkar  sudah  dis i apkan  dengan  ca lon  penggant i  

nomor  uru t  d ibawahnya  tanpa  perse tu j uan  DPD I  

maupun  DPP  Par ta i  

Golkar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Penggugat  digan t i  karena  mengundurkan  

di r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Saks i  pernah  mel iha t  fo to  copy  sura t  

pengunduran  di r i  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa secara  admin i s t r a s i  d i  da lam  Par ta i  Golkar  

yang  berwenang  mengajukan  ca lon  penggant i  anta r  

waktu  ada lah  Ketua  dan Sekre ta r i s ; -

− Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Penggugat  karena  

Penggugat  sebaga i  p impinan  Par ta i  Golkar  Kecamatan  

Gunem;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa Saks i  t i dak  tahu  perkara  Pidana  Penggugat  di  

Pengad i l an  Neger i  Rembang  sudah  

dipu tus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

− Bahwa  Penggugat  t i dak  pernah  mengajukan  

kebera tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-  Bahwa??. . ??. ??

− Bahwa  Penggugat  t i dak  pernah  dipe r i k sa  te rka i t  

dengan  sura t  pengunduran  di r i n ya  sebaga i  Anggota  

DPRD Kabupaten  Rembang; - - - - -

− Bahwa betu l  kasus  Pidana  Penggugat  te r ka i t  dengan  

jaba tannya  sebaga i  anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  Ketua  DPRD Kabupaten  Rembang  adalah  dar i  

Par ta i  Golkar ; - - - -

− Bahwa di  da lam Par ta i  Golkar  Ketua  DPRD Kabupaten  

Rembang  kapas i t asnya  sebaga i  Ketua  

DPD;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

− Bahwa sura t  dar i  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Rembang 

Nomor  170/665  tangga l  17  Desember  2007  Per iha l  

Permin taan  Penggant i  Anggota  Antar  Waktu  DPRD 

Kabupaten  Rembang  di tu j u kan  kepada  Ketua  DPD 

Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa yang  menandatangan i  sura t  jawaban  dar i  DPD 

Par ta i  Golkar  Kabupaten  Rembang ada lah  Ketua  dan  

Sekre ta r i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  dar i  Ketua  DPD Par ta i  Golkar  Kabutapen  

Rembang  Saks i  mel iha t  sura t  pengunduran  di r i  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  pada  saat  ca lon  Penggant i  Antar  Waktu  
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diusu l kan  perkara  Pidana  Penggugat  be lum  dipu tus  

oleh  Pengad i l an  Neger i  Rembang; - - - -

− Bahwa  sura t  pengunduran  di r i  Penggugat  t i dak  

di rekayasa  dar i  Par ta i  Golka r  Kabupaten  

Rembang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa belum pernah  ada  di  Par ta i  Golkar  Kabupaten  

Rembang  Pergant i an  Antar  Waktu  se la i n  karena  

alasan  mengundurkan  di r i ; - - - - - - - -

− Bahwa belum pernah  DPD Kabupaten  Rembang melakukan  

Recal l ; - - - - -

Menimbang ,  bahwa di  da lam pers idangan  pihak  Kuasa  

Tergugat  I I  dan  Kuasa  Tergugat  I I I  menyatakan  t i dak  

akan  mengajukan  Saks i ; - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  pada  akh i rnya  di  pers i dangan  

pihak  Kuasa Penggugat  dan pihak  Kuasa  Tergugat  I I  te lah  

mengajukan  kes impu lannya  masing  –  masing  te r t angga l  10 

Jun i  2008  yang  pada  pokoknya   menyatakan   te tap  pada  

pend i r i annya  dan  Pihak  Tergugat  I ,  Kuasa  Tergugat  I I I  

menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  Kes impu lannya  dan  

menyatakan  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  Jawabannya.  

Dan para  pihak  menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  bukt i -

bukt i  lag i  atau  hal - ha l  la i n ,  kecua l i  yang  te l ah  

disampaikan ,  dan  pada  akh i rnya  para  p ihak  mohon 

Putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t er l ebi h??. . ??. ??- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  untuk  mempers ingka t  ura ian  

Putusan  in i ,  maka sega la  sesuatu  yang  te l ah  te rcan tum  

dalam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  perkara  in i  untuk  

se lan ju t nya  d ianggap  te l ah  te rmuat  da lam  Putusan  

in i ; - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG    PERTIMBANGAN 

HUKUM-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  bersamaan  dengan  Jawabannya,  

p ihak  Terguga t  I ,  Tergugat  I I ,  dan  Tergugat  I I I  te l ah  

menyampaikan  ekseps i ,  o leh  karenanya  sebe lum  Maje l i s  

Hakim  memper t imbangkan  pokok  perkara ,  te r l eb i h  duhu lu  

Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  ekseps i - ekseps i  

te rsebu t ,  sebaga imana  per t imbangan  hukum  di  bawah 

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  Jawaban  p ihak  

Tergugat  I ,  dapat  Maje l i s  Hakim s impu lkan  bahwa ha l - ha l  

yang  merupakan  ekseps i  dar i  Teruga t  I  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ekseps i  ten tang  Kompetens i  Abso lu t  PTUN 

Semarang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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hanya??. . ??. ??

− Bahwa  dalam  Pasa l  1  angka  2  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang Nomor  9 

Tahun  2004  d i t en tukan  bahwa  yang  dimaksud  

dengan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  dapat  d is impu lkan  bahwa  KPU 

Kabupaten  Rembang bukan  merupakan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  karena  ruang  

l i ngkup  kewenangan  KPU  Kabupaten  Rembang 

ada lah  dib idang  po l i t i k  ( Taakte l i ng )  dan  d i  

lua r  l i ngkup  t i ndakan  yang  bers i f a t  

Pemer in tahan  ( Verwezen lyk i ng  van  de  

taak )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Tentang  Gugatan  Salah  Alamat  ( Erro r  in  Persona )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  dalam  proses  penggant i an  anta r  waktu  

anggota  DPRD Kabupaten  Rembang,  pihak  yang  

berwenang  dalam  mengusu lkan  penggant i an  

anta r  waktu  anggotanya  dan  mengusu lkan  
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pemberhent i an  anggotanya  ada lah  Par ta i  

Pol i t i k  sebaga imana  di ten tukan  oleh  

perundang- undangan,  KPU  Kabupaten  Rembang 

hanya  berwenang  memver i f i k a s i  pemenuhan  

persyara tan  ca lon  penggant i  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  yang  berhent i  anta rwak tu ,  

bukan  memver i f i k a s i  Anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  yang  berhen t i  atau  d ibe rhen t i k an  

anta rwak tu  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

− Bahwa  KPU  Kabupaten  Rembang  dengan  

menggunakan  Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  

2007  ten tang  Penel i t i a n  dan  Pemer iksaan  

Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  Anta r  

Waktu  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  Hasi l  

Pemi lu  Tahun  2004  tangga l  29  Desember  2007,  

t i dak  merupakan  t i ndakan  hukum  dan/a tau  

Keputusan  yang  berka i t an  langsung  atau  

menimbulkan  ak iba t  hukum  yang  bers i f a t  

konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  te rhadap  

Penggugat  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  1 

angka  3 Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  ekseps i  
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Tat a??. . ??. ??

Tergugat  I  te r sebu t  yang  secara  subs tans ia l  te l ah  

diban tah  oleh  Penggugat ,  maka  menjad i  kewaj i ban  bagi  

Maje l i s  untuk  menguj i  kebenaran  dal i l - da l i l  ekseps i  

dar i  Tergugat  I ,  sebaga imana  per t imbangan  hukum  di  

bawah in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  Tergugat  I  pada  

angka  1  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  ekseps i  

te rsebu t  bukan lah  mengenai  kompetens i  abso lu t  

pengad i l an  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  77 ayat  (1 )  

Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9  

Tahun  2004  (un tuk  se lan ju t nya  disebu t  Undang- Undang  

PERATUN),  mela inkan  ekseps i  la i n - la i n  (v i de  Pasa l  77 

ayat  (3 )  Undang- Undang  PERATUN),  yang  menyangkut  

ten tang   kwal i t a s  dar i  Tergugat  I ,   yang  menuru t  da l i l  

ekseps inya  bahwa  Tergugat  I   bukan lah  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  1  angka  2  Undang- undang  

PERATUN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  I  

pada  angka  1 te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa 

Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  (KPUD)  Rembang,  merupakan  

lembaga  pemer in tah  yang  diben tuk  berdasarkan  Undang-

undang,  in  casu  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  

Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  yang  dise rah i  
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Ter gugat  I ??. . ??. ??
tugas  sebaga i  penye lenggara  pemi l i han  Umum di  daerah  

prov ins i  dan  kabupaten / ko ta  (  v ide  Pasal  7 Jo.  Pasal  5  

Undang- Undang  Nomor  22  Tahun 

2007  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  te rsebu t ,  o leh  

karena  KPUD Rembang  merupakan  ins t i t u s i  pemer in tah  

(ekseku t i f )  yang  mengemban  tugas  sebaga i  pe laksana  

keg ia tan  pemi l i han  umum di  daerah  kabupaten ,  in  casu  

Kabupaten  Rembang,  maka d i t i n j a u  dar i  seg i  ke lembagaan  

(o rgan) ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  KUPD Rembang 

(Terguga t  I )  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1  angka  2 

Undang- undang  PERATUN ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  d i  atas ,  maka  dal i l  ekseps i  Terguga t  I  pada  

angka  1  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  KPUD 

Rembang  (Terguga t  I )  bukan  sebaga i  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1 

angka  2  t i dak  te rbuk t i  kebenarannya ,  o leh  karenanya  

secara  yur id i s  ekseps i  Terguga t  I  pada angka  1 te rsebu t  

harus lah  dinya takan  di to l a k  ;  - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  ekseps i  

Tergugat  I  pada  angka  2,  walaupun  Tergugat  I  

mendal i l k an  bahwa gugatan  Penggugat  sa lah  alamat  ( er ro r  
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5.  Yang ????????

in  persona) ,  namun secara  substans ia l  ekseps i  Tergugat  

I  d imaksud  adalah  mengenai  Ber i t a  Acara   Nomor  

056/BA/Tahun  2007  tangga l  29  Desember  2007  yang  

dike lua r kan  o leh  Tergugat  I  yang  kemudian  di j ad i kan  

objek  gugatan  oleh  Penggugat ,  yang  menuru t  da l i l  

Tergugat  I  Ber i t a  Acara  d imaksud  bukan  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  d imaksud  dalam 

Pasa l  1  angka  3  Undang- undang  PERATUN,  karena  t i dak  

merupakan  t i ndakan  hukum  dan/a tau  Keputusan  yang  

berka i t an  langsung  atau  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  te rhadap  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  I  

pada  angka  2  te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  dengan  mendasarkan  keten tuan  dalam 

Pasa l  1  angka  3  Undang- undang  PERATUN,  yang  

mendef in i s i k an  dan  atau  menegaskan  penger t i an  dar i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  :  “ ‘Kepu tusan  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta  ” .  Dar i  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  
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Negara  dimaksud  Pasa l  1  angka  3  Undang- undang  PERATUN 

secara  ko lek t i f  mengandung  unsur - unsur  sebaga i  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Suatu  penetapan  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dike lua rkan  o leh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha Negara ; - - - - - - - - - - - - - - -

3. Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - -

5. Yang bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  

dan  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  

atau  badan  hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menuru t  Maje l i s  Hakim  unsur - unsur  te rsebu t  merupakan  

ins t r ument  yur i d i s  yang  dapat  d i j ad i kan  dasar  bag i  

Maje l i s  Hakim untuk  menguj i  apakah  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

obyek  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  ;  
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hukum??. . ??. .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 

Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  tangga l  29  

Desember  2007  yang  dike lua rkan  o leh  Tergugat  1,  bukan  

merupakan  suatu  Keputusan  TUN yang  bers i f a t  f i na l  dan  

t i dak  menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  Penggugat ,  o leh  

karenanya  Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  tangga l  

29  Desember  2007  yang  di j ad i kan  obyek  gugatan  te rhadap  

Tergugat  I  da lam  perkara  a  quo  t i dak  memenuhi  unsur  

f i na l  dan  unsur  menimbulkan  ak iba t  hukum sebaga i  suatu  

Keputusan  TUN,  dengan  demik ian  dengan  mendasarkan  

keten tuan  dalam  Pasa l  1  angka  3  te rsebu t  d i  atas ,  

te rbuk t i  bahwa   Ber i t a  Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007  

tangga l  29  Desember  2007  yang  d i j ad i kan  ob jek  dalam 

sengketa  a  quo ,  secara  ko lek t i f  t i dak  memenuhi  unsur -

unsur  sebaga i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  te l ah  te rbuk t i  ob jek  

sengketa  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  I  berupa  Ber i t a  

Acara  Nomor  056/BA/Tahun  2007 tangga l  29 Desember  2007,  

bukan  merupakan  keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

ekseps i  Terguga t  I  pada  angka  2 te rsebu t  d i  atas  te l ah  

te rbuk t i  kebenarannya  oleh  karenanya  secara  yur i d i s  

cukup  alasan  hukum bag i  Maje l i s  Hakim untuk  mengabulkan  
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ekseps i  Tergugat  I  pada  angka  2  yang  menyangkut  ob jek  

gugatan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dar i  kese lu ruhan  

jawaban  pihak  Tergugat  I I ,  walaupun  Tergugat  I I  t i dak  

secara  khusus  dalam s is t ima t i k a  jawabannya  mengemukakan  

ekseps i ,  namun  dar i  da l i l - da l i l  jawaban  dan  pet i t um  

jawabannya ,  Maje l i s  Hakim dapat  menyimpulkan  bahwa yang  

merupakan  dal i l - da l i l  ekseps i  dar i  Tergugat  I I  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - -

Bahwa Penggugat  kurang  cermat  membedakan  “Sura t ”  dengan  

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN),  da lam  batasan  

fo rma l  sebaga imana  d ia tu r  pada  Pasa l  1 angka  3 Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986,  yang  berbuny i  :  “  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum  perda ta . ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dar i  batasan  dan  unsur - unsur  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  te rsebu t  ser ta  pen je l asannya ,  nampak  seka l i  
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b)  bahwa??. . ??. ?.

ka lau  obyek  sengke ta  a  quo  dar i  Terguga t  I I  t i dak  

memenuhi  kr i t e r i a  batasan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara .  

Hal  in i  d ika renakan ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) syara t  “ f i na l ”  t i dak  te rcukup i  karena  obyek  

sengketa  a  quo  masih  bers i f a t  “su ra t ” ,  dan  belum 

def i n i t i f  ser ta  be lum  bers i f a t  f i na l  karenanya  

belum  dapat  menimbulkan  suatu  hak  atau  kewaj i ban  

pada  pihak  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) bahwa  obyek  sengketa  a  quo  belum  menimbulkan  

ak iba t  hukum bag i  Penggugat ,  karena  masih  bers i f a t  

“su ra t ” .  Sesua l  Pasa l  96  ayat  (2 )  Undang- Undang  

Nomor  22  Tahun  2003,  obyek  sengketa  a  quo   dar i  

Tergugat  I I  hanya  sebatas  “su ra t ”  untuk  

disampaikan  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  (se laku  

Tergugat  I l l )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  

I I  te rsebu t  d i  atas  yang  pada  in t i n ya  juga  te l ah  

diban tah  oleh  Penggugat ,  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim akan  

menguj i  kebenaran  ekseps i  dar i  Tergugat  I I  te r sebu t  

sebaga imana  per t imbangan  hukum  di  bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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per i hal ?. . ??. ??

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  keten tuan  

dalam  Pasa l  1  angka  3  Undang- Undang  PERATUN,  yang  

mendef in i s i k an  dan  atau  menegaskan  penger t i an  dar i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  Maje l i s  

Hakim  ura i kan  pada  per t imbangan  hukum bag ian  ekseps i  

dar i  Tergugat  I  pada  angka  2  di  atas ,   Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa Surat  Nomor  171.2 /0024  tangga l  7 

Januar i  2008  per i ha l  Permohonan  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Anggota  DPRD  Penggant i  Antar  Waktu  

Kabupaten  Rembang yang  di j ad i kan  obyek  gugatan  te rhadap  

Tergugat  I I ,  bukan  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  bers i f a t  f i na l  dan t i dak  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  Penggugat ,  o leh  karenanya  sura t  Nomor  

171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  Per iha l  Permohonan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  

Antar  Waktu  Kabupaten  Rembang  yang  d i j ad i kan  obyek  

gugatan  te rhadap  Tergugat  I I  da lam perkara  a quo ,  t i dak  

memenuhi  unsur  f i na l  dan unsur  menimbulkan  ak iba t  hukum 

sebaga i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  dengan  

demik ian  dengan  mendasarkan  keten tuan  dalam  Pasa l  1 

angka  3  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  bahwa  Sura t  Nomor  

171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  per iha l  Permohonan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD Penggant i  

Antar  Waktu  Kabupaten  Rembang,  secara  ko lek t i f  t i dak  

memenuhi  unsur - unsur  sebaga i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  
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2.  Bahwa??. . ??.

Negara  ;  - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  te l ah  te rbuk t i  obyek  

sengketa  yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  I I   berupa  

Sura t  Nomor  171.2 /0024  tangga l  7  Januar i  2008  per i ha l  

Permohonan  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD 

Penggant i  Antar  Waktu  Kabupaten  Rembang,  bukan  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  

f i na l ,  maka ekseps i  Tergugat  I I  te rsebu t  d i  atas  te l ah  

te rbuk t i  kebenarannya  oleh  karenanya  secara  yur i d i s  

cukup  alasan  hukum bag i  Maje l i s  Hakim untuk  mengabulkan  

ekseps i  dar i   Tergugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  p ihak  Tergugat  I I I  

juga  te lah  mengemukakan  dal i l - da l i l  ekseps inya  yang  

pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

I . Penggugat  sa lah  a lamat  dalam  menentukan  subyek  

gugatan  ( er ro r  in  

sub jec to )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  

170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  

ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  
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Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang,  yang  menjad i  

obyek  sengketa  d i t e r b i t k an  oleh  Gubernur  

sebaga i  Pener ima  Mandat  ya i t u  Gubernur  

ber t i ndak  t i dak  atas  nama di r i  send i r i  

te tap i  Gubernur  ber t i ndak  dan 

ber tanggung  jawab  kepada  pember i  mandat  

(Mandans)  ya i t u  Pres iden  sebaga i  Kepala  

Negara .  Keputusan  te rsebu t  d i te t apkan  

dengan  in i s i a l  Atas  Nama  (An. )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2. Bahwa kekuasaan  Pres iden  sebaga i  Kepala  

Negara  t i dak  bisa  dia t r i b us i k an  atau  

dide legas i kan  kepada  Pejaba t  d ibawahnya  

dan  hanya  bisa  dimandatkan  kepada  

bawahannya.  Untuk  i t u  maka  Pera tu ran  

yang  menjad i  dasar  Tergugat  I I I  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  Obyek  Sengketa  

t i dak  didasarkan  at r i bus i  atau  de legas i ,  

te tap i  berdasarkan  mandat  yang  c i r i  

pokok  penandatanganannya  ada lah  Atas  

Nama Pember i  Mandat  (Pres iden  sebaga l  

Kepala  

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

3. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  je l as l ah  bahwa  Penggugat  te l ah  

sa lah  mengajukan  gugatan  kepada  Terguga t  

I I I ,  karena  gugatan  seharusnya  di tu j ukan  

kepada  pember i  mandat  ya i t u  Pres iden  RI  

se laku  Kepala  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

I I . GUGATAN  KABUR  ( OBSCUURS  LIBEL)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  gugatan  Penggugat  t i dak  memuat  

alasan- a lasan ,  seh ingga  apa  yang  menjad i  

obyek  sengketa  dan  fak ta  hukum  yang  

menyebabkan  t imbu lnya  sengketa  anta ra  

Penggugat  dan  Tergugat  I I I  t i dak  

je l as  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Posi ta  da lam  gugatan  Penggugat  

memuat  da l i l - da l i l  anta ra  yang  satu  dengan  

yang  la i nnya  t i dak  kons is t en  sebaga i  suatu  

kesatuan  sebaga i  dasar  gugatan  aquo,  

pos i t a  da lam  gugatan  Penggugat  t i dak  

secara  tegas  menyatakan  bahwa te l ah  t imbu l  
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Pasal  77??. . ??. ?

kerug ian / ke t i d akad i l a n  sebaga l  ak iba t  

perbua tan  Tergugat  I I I  ; - - - - - - - -

Dengan  demik ian  sehubungan  dengan  hal - ha l  yang  

te lah  diu ra i kan  di  atas ,  menginga t  Tergugat   I I I  

mengajukan  ekseps i  gugatan  sa lah  alamat  dan  

gugatan  Penggugat  kabur  ( obscuur  l i be l )  yang  

menyangkut  kewenangan  re la t i f ,  maka  berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  77  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986,  Terguga t  I I I  mohon  agar  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Semarang  menja tuhkan  Putusan  

Sela  te r l eb i h  

dahu lu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l  ekseps i  Tergugat  I I I  

te rsebu t  d i  atas  te l ah  d iban tah  dan  di t o l a k  oleh  

Penggugat  dengan  menyatakan  pada  pokoknya  te tap  

berpegang  teguh  da lam  gugatan  semula ,  o leh  karenanya  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkannya  

sebaga imana  per t imbangan  hukum  di  bawah 

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim 

mempela ja r i  da l i l - da l i l  ekseps i  Tergugat  I I I  te rsebu t ,  

d ihubungkan  dengan  keten tuan  dalam  Pasa l  77  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986   Jo.  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun 2004 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  5 
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t i dakl ah??. . ??. ??

Pengadi l an??. . ??. ?

Tahun  1986  (Undang- Undang  PERATUN),  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa ekseps i  Terguga t  I I I  angka  I  ten tang  

er ro r  in  sub jec to  te rsebu t  dan  ekseps i  Tergugat  I I I  

pada  angka  I I  ten tang  gugatan  kabur  ( obscuur  l i be l ) ,  

bukan lah  te rmasuk  dalam  kategor i  ekseps i  ten tang  

kewenangan  re la t i f  pengad i l an  yang  harus  dipu tus  

sebe lum memer iksa  pokok  perkara  (v ide  Pasa l  77 ayat  (2 )  

Undang- Undang  PERATUN),  akan  te tap i  merupakan  ekseps i  

la i n - la i n  yang  menyangkut  ten tang  kwal i t a s  Tergugat  

da lam sengke ta  a quo  dan  gugatan  Penggugat  kabur  (v i de  

Pasa l  77  ayat  (3 )  Undang- Undang  PERATUN),  yang  dapat  

d ipu tus  bersama- sama dengan pokok  perkara   ; - - -

Menimbang,  bahwa pendapat  Maje l i s  Hakim  te rhadap  

ekseps i  Terguga t  I I I  angka  I  te rsebu t  d i  atas ,  

d idasarkan  atas  per t imbangan  yur i d i s  bahwa  secara  

fak tua l  yang  menjad i  Tergugat  I I I  da lam perkara  a  quo 

ada lah  Gubernur  Jawa  Tengah  yang  berkedudukan  di  

Semarang,  bukan  Pres iden  RI  yang  berkedudukan  di  

Jakar ta ,  seh ingga  dengan  demik ian  t i dak l ah  berhubungan  

dengan  kewenangan  mengadi l i  secara  re la t i f  anta ra  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Semarang  yang  wi layah  

hukumnya  mel ipu t i  tempat  kedudukan  Tergugat  I I I  

(Gubernur  Jawa  Tengah) ,  dengan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara   Jakar ta  yang  wi layah  hukumnya  mel ipu t i  tempat  

kedudukan  Pres iden  
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RI  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t ,  maka te rhadap  ekseps i  Terguga t  I I I  d imaksud,  

o leh  karena  bukan lah  te rmasuk  dalam  ketagor i  ekseps i  

ten tang  kewenangan  re la t i f ,  maka  Maje l i s  Hakim  t i dak  

berkewaj i ban  untuk  memutus  te r l eb i h  dahu lu  sebe lum 

memer iksa  pokok  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sebe lum 

mempert imbangkan  pokok  perkara  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  ten tang  ekseps i  

Tergugat  I I I  angka  I  ten tang  er ro r  in  sub jec to  te r sebu t  

apakah  bera lasan  hukum  atau  

t i dak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  dalam 

sengketa  a  quo  ada lah  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  

Nomor  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhent i an  Dan  Peresmian  Pengangkatan  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Rembang yang  di te rb i t k an  oleh  Gubernur  

Jawa Tengah  (Terguga t  I I I )  sebaga i  Kepala  Pemer in tahan  

di  Daerah  atau  Wi layah  Prov ins i  Jawa 
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25 Tahun 2004??. . ?

Dal am??. . ??. ?

Tengah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  adalah  anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang yang  d igan t i  anta r  waktu  dengan  Sura t  

Keputusan  yang  di te r b i t k an  oleh  Gubernur  Jawa 

Tengah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  keten tuan  Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2003   Pasa l  96  ayat  (3 )  jo  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25 Tahun  2004  Pasa l  42  ayat  

(3 ) ,  kewenangan  untuk  peresmian  pemberhent i an  dan  

pengangkatan  penggant i an  anta r  waktu  anggota  DPRD 

Prov ins i   d i t e t apkan  atas  nama  Pres iden  dengan  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  dan  dengan  Keputusan  

Gubernur  untuk  anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Undang- Undang Nomor  22 Tahun 1999  

yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  

2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  menganut  pr ins i f  Asas  

Desent ra l i s a s i  dan 

Dekonsent ras i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Dekonsent ras i  ada lah  penyerahan  

wewenang  dar i  pemer in tah  kepada  Gubernur  sebaga i  waki l  

pemer in tah  dan  atau  perangka t  pusat  d i  daerah .  
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t er sebut ??. . ??. ?

Kewenangan  daerah  in i  mencakup  kewenangan  da lam se lu ruh  

bidang  pemer in tahan ,   kecua l i  kewenangan  bidang  po l i t i k  

lua r  neger i ,  per tahanan  keamanan,  perad i l an ,  moneter  

dan  f i s ka l ,   agama,   ser ta   kewenangan  bidang  

la i n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  kewenangan  prov ins i  sebaga i  

wi layah  admin is t r a s i  mencakup  kewenangan  dalam  bidang  

pemer in tahan  yang  di l impahkan  kepada  Gubernur  se laku  

Waki l  Pemer in tah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  dimaksud  Pemer in tahan  Daerah  

ada lah  penye lenggara  Pemer in tahan  Daerah  Otonom oleh  

Pemer in tah  Daerah  dan  DPRD  menuru t  asas  

desent ra l i s a s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  sengketa  a  quo,  menuru t  

pendapat  Maje l i s  Hakim  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Gubernur  atas  nama  Pres iden  dika i t k an  dengan  asas  

desent ra l i s a s i  da lam  Pemer in tahan  Daerah  bukan lah  

sebaga i  suatu  bentuk  mandat  atau  pember ian  kuasa,  

wewenang  te rsebu t  sudah  di l impahkan  kepada  Gubernur  

sebaga i  Waki l  Pemer in tah  atau  Perangka t  Pusat  d i  Daerah  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa yang  mener ima  pe l impahan  wewenang  

ada lah  Gubernur  Jawa Tengah  (Terguga t  I I I )  sebaga imana  
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pr ins i f  otonom  se luas - luasnya  bag i  daerah   (v ide  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004) ,  maka  dengan  

demik ian  tanggung  jawab  dan  atau  tanggung  gugat  atas  

te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  oyek  sengketa  a quo  ada  pada 

Gubernur  Jawa  Tengah  sebaga i  pe jaba t  yang  mener ima  

pel impahan  wewenang  dimaksud ,   bukan  Pres iden  

RI  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apabi l a  dika i t k an  dengan  

keten tuan  dalam  pasa l  1  but i r  6  Undang- Undang  PERATUN 

yang  berbuny i  :  “  Tergugat  ada lah  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  mengeluarkan  Keputusan  

berdasarkan  wewenang  yang  ada  padanya  atau  yang  

di l impahkan  kepadanya ,  yang  d iguga t  o leh  orang  atau  

badan  hukum perda ta  ” ,  maka   gugatan  Penggugat  sudah  

tepa t  d i tu j u kan  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah  (Terguga t  

I I I )  sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  yang  menerb i t kan  

atau  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa  a  

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  se lu ruh  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  ekseps i  

Tergugat  I I I  angka  I   ten tang  er ro r  in  sub jec to  

te rsebu t  t i dak  berdasarkan  hukum,  oleh  karenanya  
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Meni mbang??. . ??. ?
harus lah  dinya takan  

di t o l a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   sete lah  Maje l i s  Hakim 

mempela ja r i  da l i l - da l i l  ekseps i  Tergugat  I I I  angka  I I  

ten tang  gugatan  kabur  ( obscuurs  l i be l ) ,  Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkannya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  53 ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara   jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

menyebutkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

pengad i l an  yang  berwenang,  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  berpendapat  dar i  

Sura t  Keputusan  Terguga t  I I I  Nomor  170/3 /2008  tangga l  

17  Januar i  2008  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  
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Pember hent i an??. . ??.

Keput usan??. . ??. ?

Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Rembang,  yang  

te lah  memenuhi  unsur - unsur  Pasa l  1  angka  3  Undang-

Undang  PERATUN,  dihubungkan  dengan  keten tuan  dalam 

Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  PERATUN te rsebu t ,  maka 

Penggugat  adalah  orang  yang  kepent i ngannya  te rkena  oleh  

ak iba t  hukum di t e r b i t k annya  Sura t  Keputusan  Tergugat  

I I I   seh ingga  merasa  te l ah  di rug i kan  dan  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Semarang  yang  ber i s i  tun tu tan  sebaga imana  pet i t um  

gugatan  angka  6  (enam)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Maje l i s  Hakim  walaupun  

t i dak  secara  tegas  disebu tkan  mengenai  obyek  

gugatannya ,  dar i  kons ide ran  ten tang  obyek  gugatan  dan  

pet i t um  angka  6  (enam)  dan  7  ( tu j uh )  di  da lam gugatan  

Penggugat ,   obyek  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

dipe rmasa lahkan  Penggugat  te rhadap  Tergugat  I I I  ada lah  

Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  :  170/3 /2008  

tangga l  17 Januar i  2008 ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  

dan  Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang  (buk t i  T. I I I  –  6  =  P.12) ,  seh ingga  dengan  

demik ian  dalam perkara  in i  Sura t  Keputusan  Tergugat  I I I  

te rsebu t  dapat  d isebu t  sebaga i  obyek  sengketa  dan  

Penggugat  juga  je l as  mempunyai  kepent i ngan  untuk  
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mengajukan  gugatan ;

Menimbang,  bahwa mengenai  permasa lahan  kua l i f i k a s i  

perbua tan  Tergugat  I I I  yang  t i dak  di rumuskan  oleh  

Penggugat  keten tuan- keten tuan  mana  yang  te lah  

di l anggar ,  menuru t  pendapat  Maje l i s  Hakim  hal  te rsebu t  

ada lah  tugas  dar i  Maje l i s  Hakim  untuk  meni la i  dan  

menguj i nya  di  da lam  pers idangan ,  d imana  juga  

permasa lahan  te rsebu t  sudah  mengenai /menyangku t  pokok  

perkara  yang  harus  dipe r t imbangkan  pada  bagian  putusan  

dalam  pokok  perkara ,  o leh  karenanya  mengenai  ekseps i  

Tergugat  I I I  angka  I I  ten tang  gugatan  kabur  ( obscuurs  

l i be l )   harus  pula  d inya takan  di t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  per t imbangan  te rsebu t  

d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  ekseps i  dar i  

Tergugat  I I I  t i dak l ah  bera lasan  hukum  dan  oleh  

karenanya  dinya takan  di to l a k  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ekseps i  Tergugat  I I I  

d inya takan  di to l a k  se lu ruhnya ,  maka se lan ju t nya  Maje l i s  

Hakim akan  memper t imbangkan  mengenai  pokok  perkara  yang  

berka i t an  dengan  Tergugat  I I I  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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t er hadap??. . ??.

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  dikabu l kannya  ekseps i  dar i  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  mengenai  obyek  gugatan  

sebaga imana  per t imbangan  ekseps i  d i  atas ,  maka te rhadap  

pokok  perkaranya  t i dak  per lu  diper t imbangkan  leb ih  

lan ju t  lag i ,  dan  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  

te rhadap   Tergugat  I  dan  Terguga t  I I   harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkara  te rhadap  

Tergugat  I I I  (Gubernur  Jawa  Tengah)  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  

perkara  di  atas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa gugatan  Penggugat  pada  pokoknya  

didasarkan  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  se lama  Penggugat  menjad i  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  te l ah  melaksanakan  tugas  dengan  

penuh  rasa  tanggung jawab  dan  t i dak  pernah  mendapat  
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pr osedur ??. . ??. ?

teguran  dar i  Badan Kehormatan  DPRD Kabupaten  Rembang 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Penggugat  t i dak  pernah  merasa  mengajukan  

permohonan  mengundurkan  d i r i  dar i  keanggotaan  DPRD 

Kabupaten  Rembang ; - - - - - -

3. Bahwa  sura t  Nomor  :  170/3 /2008  tangga l  17  Januar i  

2008  ten tang  Peresmian  Pemberhen t i an  dan  Peresmian  

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  (obyek  sengketa )  yang  dike lua r kan  

Tergugat  I I I  ada lah  t i dak  adi l  dan  mohon dinya takan  

bata l  atau  t i dak  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  jawaban  pokok  perkara  

te rnya ta  Tergugat  I I I  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  

gugatan  Penggugat  te rsebu t  dengan  menyatakan  pada  

pokoknya  bahwa  penerb i t an  Sura t  Keputusan  objek  

sengketa  aquo  (buk t i  T. I I I  –  6  = P.12)  te r sebu t  te lah  

sesua i  dengan  prosedur  dan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa atas  dasar  sura t  pernya taan  pengunduran  di r i  

dar i  Penggugat  tangga l  30 Nopember  2007,   Pimpinan  

DPRD Kabupaten  Rembang mengi r im  sura t  kepada  Ketua  
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DPD Par ta l  Golkar  Kabupaten  Rembang Nomor  170/665  

tangga l  17  Desember  2007  per iha l  Permin taan  

Penggant i  Anta r  Waktu  DPRD Kabupaten  Rembang,  yang  

in t i n ya  DPD Par ta i  GoIkar  Kabupaten  Rembang  agar  

mengajukan  ca lon  penggant i  Anggota  Antar  Waktu  

DPRD Kabupaten  Rembang  dar i  Par ta i  Golkar  untuk  

menggant i kan  Penggugat  yang  te l ah  mengundurkan  

di r i  ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  sura t  DPRD sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  

se lan ju t nya  d i t e r uskan  oleh  Bupat i  kepada  Gubernur  

Jawa  Tengah  dengan  sura t  Nomor  :  171.2 /0024 ,  

tangga l  7  Januar i  2008  per iha l  Permohonan  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Pergant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa proses  Pergant i an  Antar  Waktu  Anggota  DPRD 

Kabupaten  Rembang  yang  berwenang  mengusu lkan  

penggant i an  anta r  waktu  anggotanya  ada lah  par ta i  

po l i t i k  yang  bersangku tan  sebaga imana  di ten tukan  

Undang-

Undang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bantahan  Tergugat  I I I  

te rsebu t  maka  kebenaran  akan  dal i l - da l i l  gugatan  

121

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

per kar a??. . ??. ?

Meni mbang??. . ??. ?

Penggugat  harus lah  d ibuk t i k an  dalam  sengketa  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  Penggugat ,  menuru t  

pendapat  Maje l i s  Hakim pokok  gugatan  te rhadap  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  di te rb i t k an  o leh  TERGUGAT I I I  

yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  

Sura t  Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor  :  170/3 /2008  

tangga l  17 Januar i  2008 ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  

dan  Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang (buk t i  T. I I I  – 6 = P.12) ; - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Maje l i s  Hakim  dan  dalam 

pemer iksaan  di  pers i dangan ,  dimana  t i dak  ada  bantahan  

dar i  p ihak  Tergugat  I I I ,  bahwa  obyek  sengketa  da lam 

perkara  in i  ada lah  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dimaksud  Pasal  1  but i r  3  Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara   jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

(Undang- Undang  PERATUN)  dan  te rnya ta  pula  gugatan  

Penggugat  te rhadap  obyek  sengke ta  aquo  te l ah  dia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  yang  di ten tukan  dalam  Pasal  55  Undang-

Undang PERATUN maka Sura t  Keputusan  Terguga t  I I I  (buk t i  
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Ant ar ??. . ??. ?

Meni mbang??. . ??. ?

T. I I I  –  6  =  P.12)  yang  d isengke takan  te rsebu t  secara  

fo rma l  harus  dinya takan  dapat  d i te r ima  sebaga i  obyek  

sengketa  untuk  diu j i  keabsahannya  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Semarang  ; - - -

Menimbang,  bahwa mengacu  pada  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  PERATUN,  maka dar i  jawab  menjawab  anta ra  

kedua  belah  pihak   d ihubungkan  dengan  bukt i - bukt i  sura t  

dan  kete rangan  saks i - saks i  d i  pers i dangan  te lah  

te rungkap  fak ta  hukum yang  t i dak  d isangka l  para  pihak  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  tangga l  17  Januar i  2008,  Gubernur  Jawa 

Tengah  (Terguga t  I I I )  te l ah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  :  170/3 /2008  

tangga l  17  Januar i  2008  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  dan Peresmian  Pengangkatan  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Rembang  (buk t i  T. I I I  –  6  = 

P.12)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  has i l  pemer iksaan  berkas  

perkara ,  sura t - sura t  bukt i ,  pemer i ksaan  saks i  d i  muka 

pers i dangan ,  maka  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  yang  

masih  disengke takan  dian ta ra  para  pihak  dan  menjad i  
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Nomor ??. . ??. ?

masalah  pokok  dalam  perkara  in i  seh ingga  per lu  d iu j i  

kebenarannya  

ada lah  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Apakah  penerb i t an  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  aquo  

secara  fo rma l - prosedura l  dan subs tans i  mater i l n ya  te lah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  seh ingga  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  harus lah  dipe r t ahankan  atau  

seba l i knya  te lah  ber ten tangan ,  seh ingga  harus  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah”  ? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  bukt i  dan  

kete rangan  saks i  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  yang  

dia j ukan  dalam  proses  pers idangan  oleh  para  pihak  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduknya  perkara  dan  

sesua i  dengan  kekhususan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

d imana  Hakim bers i f a t  akt i f  maka hanya  a la t  bukt i  yang  

re levan  sa ja  dipe rgunakan  untuk  per t imbangan,  sedangkan  

bukt i - bukt i  yang  i r r e l e van  dianggap  te lah  

dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  secara  prosedura l  pengatu ran  

ten tang  pemberhent i an  dan  penganggant i an  anta r  waktu  
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anggota  DPRD Kabupaten  Rembang anta ra  la i n  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundangan  yang  dia tu r  da lam Pasal  

95 dan 96 Undang- Undang Nomor  22 Tahun 2003 (buk t i  T. I I  

-  4) ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor   25  

Tahun  2004  ten tang  Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  Tata  

Ter t i b  DPRD dan  Keputusan  DPRD Kabupaten  Rembang Nomor  

04  Tahun  2007  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  DPRD 

Kabupaten  Rembang Nomor  16 Tahun 2004 ten tang  Pera tu ran  

Tata  Ter t i b  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Rembang  (buk t i  T. I I   -  

7)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,   Sura t  Keputusan  (ob jek  

sengketa  aquo)  di l a t a r  be lakang i  adanya  sura t  

pernya taan  dar i  Penggugat  (Sr i  Padnan ings ih ,  Spd)  

ten tang  pengunduran  di r i  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  

Rembang  te r t angga l  30  Nopember  2007  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  DPRD Kabupaten  Rembang dengan  di tembuskan  

kepada  KPU Daerah  Kabupaten  Rembang  ser ta  DPD Par ta i  

GOLKAR Kabupaten  Rembang (buk t i  T. I I I   -  1)  ,  yang  mana 

Ketua  DPRD Kabupaten  Rembang menyampaikan  sura t  Nomor  :  

171.2 /04 ,  tangga l  4  Januar i  2008  ten tang  Pemberhent i an  

dan  Pengangkatan  Anggota  DPRD Antar  Waktu  Kabupaten  

Rembang  kepada  Bupat i  Rembang  (buk t i  T. I I I  -  4)  dan  

se lan ju t nya  Bupat i  Rembang  mela lu i  sura t  Nomor  :  

171.2 /0024  te r t angga l  7  Januar i  2008  menyampaikan  
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Meni mbang??. . ??.

permohonan  pemberhent i an  dan penggangkatan  Anggota  DPRD 

penggant i  anta r  waktu  Kabupaten  Rembang yang  di tu j ukan  

kepada  Gubernur  Jawa Tengah  (v i de  bukt i  T.  I I I  -  5)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang bahwa saks i  Tergugat  I  saudara  PRIYONO 

Sekre ta r i s  DPD  Pata i  Golkar  Kabupaten  Rembang 

menerangkan  bahwa  DPD Pata i  Golkar  Kabupaten  Rembang 

mener ima  sura t  dar i  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Rembang 

per iha l  permin taan  Penggant i  Antar  Waktu  dengan  

di l amp i r i  sura t  pengunduran  di r i  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  keten tuan  dalam 

Pasa l  94 ayat  (1 )  huru f  b  Undang- Undang Nomor  22 Tahun  

2003  (buk t i  T. I I  -  4) ,  Pasal  55  ayat  (1 )  huru f  b  ayat  

(3 )  dan  (5 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah   (buk t i  T.  I I   -  5)  ser ta  Pasal  54  

ayat  (1 )  huru f  b   Keputusan  DPRD Kabupaten  Rembang 

Nomor  04  Tahun  2007  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  

DPRD Kabupaten  Rembang  Nomor  16  Tahun  2004  ten tang  

Pera tu ran  Tata  Ter t i b  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Rembang (buk t i  T. I I  -  7) ,   mengatu r  ten tang  

keten tuan  atau  syara t  Pergant i an  Antar  Waktu  Anggota  

DPRD  dan juga  proses   pengusu lan  pemberhent i an  anggota  

leg i s l a t i f  Kabupaten  yang  mengundurkan  d i r i ,  yang  mana 
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t i dak??. . ??. ?

Rembang??. . ??. ?

langsung  d isampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD kepada  Gubernur  

mela lu i  Bupat i  untuk  di resmikan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  fak tanya  dar i  bukt i  sura t  T. I I I  

- 1  dan  kete rangan  saks i  PRIYONO Sekre ta r i s  DPD Pata i  

Golkar  Kabupaten  Rembang,  sura t  keputusan  pemberhent i an  

Penggugat  sebaga i  anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  dar i  

f raks i  par ta i  GOLKAR atas  dasar   pengunduran  di r i  

Penggugat  sebaga i  Anggota  DPRD  Kabupaten  

Rembang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  per t imbangan  te rsebu t  

menuru t  pendapat  Maje l i s  Hakim  o leh  karena  Pengggugat  

mengundurkan  di r i  dar i  Anggota  DPRD Kabupaten  Rembang 

dan  dengan  mempedomani  keten tuan  pera tu ran  perundangan  

yang  bersangku tan  di  atas ,   te l ah  te rbuk t i  bahwa 

Tergugat  I I I  da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  aquo 

t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  sangka lan  Penggugat  

mengenai  t i dak  pernah  mengajukan  permohonan  pengunduran  

di r i  dar i  keanggotaan  DPRD Kabupaten  Rembang,  menuru t  

pendapat  Maje l i s  Hakim oleh  karena  t i dak  ada fak ta  yang  

te rungkap  dipe rs i dangan  bahwa  sura t  pengunduran  di r i  

Penggugat  (buk t i  T. I I I  -  1)  masih  atau  sedang  dalam 

proses  pemer iksaan  di  lembaga  perad i l an ,  dan  yang  

jus t r u  te rungkap  di  muka  pers idangan  bahwa  p ihak  
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Penggugat   te r sangku t  da lam proses  p idana  di  Pengad i l an  

Neger i  Rembang,  maka  te rhadap  permasa lahan  Penggugat  

mengenai  bukt i  T. I I I  - 1 te rsebu t  bukan lah  wewenang dar i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Semarang  untuk  meni la i  dan  

menguj i nya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  rangka ian  per t imbangan  hukum 

di  atas ,  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa te l ah  te rbuk t i  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  aquo  ba ik  

secara  prosedura l  dan  mater i a l  t i dak  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  yang  ber laku  dan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  ura ian  

per t imbangan  hukum  te rsebu t  te lah  te rbuk t i  t i ndakan  

Tergugat  I I I  t i dak l ah  memenuhi   keten tuan  Pasa l  53 ayat  

2  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo .  Undang- Undang 

Nomor  9 Tahun 2004 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  (Undang- Undang 

PERATUN)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  d i  atas ,  maka  te l ah  te rbuk t i  bahwa  apa  yang  

dida l i l k a n  Penggugat  da lam  sura t   gugatannya  te l ah  
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yang??. . ??. ?

Meni mbang??. . ??. ?

dapat  disangka l  atau  diban tah  oleh  pihak  Terguga t  I I I  

dan  oleh  karenanya  cukup  bera lasan  hukum bag i  Maje l i s  

Hakim  untuk  menolak  gugatan  Pengugat  te rhadap  Tergugat  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  t i dak  dapat  d i te r imanya  

gugatan  Penggugat  te rhadap  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

ser ta  di to l aknya  gugatan  Penggugat  te rhadap  Tergugat  

I I I ,  maka  pihak  Penggugat  berada  d i  p ihak  yang  ka lah  

dan  oleh  karenanya  berdasarkan  keten tuan  dalam  Pasa l  

110  Undang- undang  PERATUN,  te rhadap  p ihak  yang  ka lah  

dihukum  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  besarnya  

sebaga imana  te rsebu t  da lam  amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  sura t - sura t  bukt i  dan  

kete rangan  saks i - saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  dalam 

putusan  in i ,  d ianggap  t i dak  ada  re levans inya  dan  o leh  

karenanya  harus lah  dikesampingkan  ; - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   jo .  Undang- Undang 

Nomor  9 Tahun 2004 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ser ta  keten tuan  pera tu ran  

perundangan  la i n  yang  bersangku tan  da lam perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Demi ki anl ah??. . ??. ?M E N G A D I  L I

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menolak  Ekseps i  dar i  Terguga t  I  mengenai  Kwal i t a s  

Tergugat  I  ;  - - - - - - - - -

2. Mengabulkan  Ekseps i  dar i  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I  mengenai  obyek  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menolak  Ekseps i  dar i  Terguga t  I I I  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  te rhadap  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  gugatan  Penggugat  te rhadap  Tergugat  

I I I  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  yang  t imbu l  

da lam   perkara  in i  sebesar  Rp.  409.000 , -  (Empat  

Ratus  Sembi lan  Ribu  

Rupiah) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Demik ian lah  dipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim pada har i  KAMIS tangga l  19 Jun i  2008 o leh  

kami  R.  BASUKI  SANTOSO, SH.  se laku  Ketua  Maje l i s ,  SUBUR 

MS,  SH.MH.  dan   HUSBAN,  SH.  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota ,  putusan  te rsebu t  d iucapkan  dalam  pers idangan  

yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  SELASA tangga l  24  

Jun i  2008  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d i  atas  dengan  

diban tu  o leh  AGUS  DWIYONO,  SH.  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dan  dengan  dihad i r i  o leh  Tergugat  I ,  Kuasa  

Tergugat  I I  dan Kuasa  Tergugat  I I I  ser ta  tanpa  dihad i r i  

o leh  Kuasa  Penggugat .

        Hakim Anggota  : Hakim Ketua  Maje l i s  :

                t t d   

1.  SUBUR MS, S.H. ,  M.H.

t t d

R.  BASUKI  SANTOSO, 

S.H.

                 t t d

2.  HUSBAN, S.H.

Pani te ra  Penggant i ,

t t d

AGUS DWIYONO, S.H.

Per inc i an  Biaya  :

1.  Biaya  Panggi l an  Sidang  dan Sumpah  :    Rp.  

400.000 , -

2.  Matera i  Putusan            :    Rp.  
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6.000 , -

3.  Redaks i  Putusan            :    Rp.  

3.000 , -

     Jumlah                   :    Rp .  

409.000 , -

  

(Empat  Ratus  Sembi lan  Ribu  Rupuah)  
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